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ABSTRACT

EMPLOYEE PERFORMANCE OF RIAU PROVINCE
EDUCATION OFFICER,
STUDY: EMPLOYEE WORK OBJECTIVES (SKP)

Galuh Jumayangsari
galuhaiman@gmail.com

Graduate Studies Progfam
Indonesia Open University

Research problems are aspects of employee performance has not been
effectively implemented. This is due to the constraints to formulate the paradigm
shift in filling the form DP3 into SKP, especially in solving the performance
problems to improve employee productivity has not been effectively implemented.
This research method uses qualitative descriptive which aims to describe and analyze
employee performance in Provincial Education Office of Riau Islands based on
Employee Work Objectives (SKP). It was examined through aspects of: Quality of
work, Accuracy, Initiative, Ability and Communication and done by using in-depth
interview technique with purposive sampling technique on 13 (Thirteen) selected
informants. The results revealed that: the performance of Riau Islands Province
Education Officers based on the Employee Work Objectives (SKP) has not been
effectively implemented; this is because the basic concept of improving performance
in changing the paradigm of filling DP3 form into SKP, especially in solving the
problem of performance apparatus increase has not been effective. In addition,
measures to improve performance based on aspects of Wik quality, accuracy,
initiative, ability and communication has not been run as expected. This factor is
more dominated by the low ability of employees in searching for innovation in work
that allows the work can be completed more quickly and creativity of employees
bave not developed well. Conclusion: The performance of Riau Islands Province
Education Officer has not been effective yet, because it still adjusts paradigm and
mindset of SKP appraisal technique is moré proportional, so it is hoped that in the
future it can improve its competence ability, increase innovation and work creativity
and can avoid obstacles of non objective assessment by team competence evaluator

Keywords: Performance, Performance appraisal, Employee Work Objectives,
Innovation, Creativity.
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ABSTRAK

KINERJA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULUAN RIAU,
STUDI: SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Galuh Jumayangsari
galuhaiman@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Permasalahan penelitian adalah aspek-aspek kinerja pegawai belum efektif
dilaksanakan. Hal ini disebabkan adanya kendala merumuskan perubahan paradigma
pengisian form DP3 menjadi SKP, khususnya dalam memecahkan permasalahan
kinerja untuk meningkatkan produktivitas pegawai belum efektif dilaksanakan.
Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis kinerja pegawai Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Diteliti melalui aspek-
aspek: Kualitas kerja, Ketepatan, Inisiatif, Kemampuan dan Komunikasi dan
dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dengan teknik
purposive sampling pada 13 (Tiga Belas) informan terpilih. Hasil penelitian
terungkap bahwa: Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) belum efektif dilaksanakan, hal ini
dikarenakan konsep dasar peningkatan kinerja dalam merubah paradigma pengisian
form DP3 menjadi SKP, khususnya dalam memecahkan permasalahan peningkatan
kinerja aparatur belum efektif. Selain itu pula langkah-langkah meningkatkan kinerja
berdasarkan aspek kualitas kerja, ketepatan, inisiatif, kemampuan dan komunikasi
belum berjalan sesuai dengan harapan, Faktor tersebut lebih didominasi oleh
rendahnya kemampuan pegawai dalam mencari inovasi dalam bekerja yang
memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat serta kreativitas kerja
pegawai belum berkembang dengan baik. Kesimpulan bahwa: kinerja pegawai Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau belum efektif, karena masih menyesuaikan
paradigma manpun pola pikir dari teknik penilaian SKP lebih proporsional, sehingga
dibarapkan kedepannya mampu meningkatkan kemampuan sesuai kompetensinya,
meningkatkan inovasi dan kreativitas bekerja serta dapat menghindari bambatan
penilaian tidak obyektif oleh kompetensi tim penilat.

Kata Kunci: Kinerja, Penilaian Kinerja, Sasaran Kerja Pegawai, Inovasi, Kreativitas
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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek f’enelitian

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga
negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak mémperoleh
pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa
memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.

Pemerataan akses peningkatan mutu pendidikan mempermudah warga negara
Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills), sehingga mendorong terciptanya
pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani yang dijiwai nilai-nilai
Pancasila. Disisi lain, penyusunan RPJMD Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan
Riau dimaksudkan untuk mengimplementasikan cita-cita RPJM nasional. Penyusunan
RPIMD tersebut diarahkan untuk menciptakan kesinambungan dan konsistensi tujuan
pembangunan nasional ke dalam pembangunan daerah serta memayungi pelaksanaan
arah kebijakan umum, program/kegiatan dan alokasi anggaran pemerintah daerah
seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005 Tentang

Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasioan Tahun 2005-2009.

49
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2. | Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Visi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau adalah “Menjadikan
Masyarakat Kepulvan Riau mengunasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Mandiri,
Kompetitif, Berakhlak Mulia dan Bertamadun Melayu”. Sedangkan Misinya yaitu:

a. Memberikan pelayanan pendidikan yang prima kepada masyarakat;

b. Meningkatkan mutu di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan berbasis IT;
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan;

d. Meningkatkan daya saing lulusan dan berjiwa wirausaha;

e. Menerapkan pendidikan Budi Pekerti, Budaya Daerah dalam Kurikulum.

3. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

1) Kgdudukan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
Dinas Pendidikan adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Kepulauan
Riau yang di Pimpin oleh Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

| 2) Tugas Pokok Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
Melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrast dan tugas
pembantuan di bidang pendidikan sesuai dengan hingkup tugasnya.

3) Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulazan Riau.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi:
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Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi,

keuangan, umum dan kepegawaian.

. Penyusunan progran di bidang pendidikan.

. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi serta pembinaan teknis di

bidang pendidikan tingkat TK, SD, SMP, dan SLB.

. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi serta pembinaan tekmis di

bidang pendidikan tingkat SMA,

. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi serta pembinaan teknis di

bidang pendidikan tingkat SMK.
Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi serta pembinaan teknis di

bidang Pendidikan Luar Sekolah.

. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pendidikan tinggi.

. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi serta pembinaan teknis di

bidang pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.
Pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
pendidikan.,

Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok, sarana dan prasarana
untuk Taman Kanak-Kanak, Pendidil_éan Dasar, Pendidikan Menengah, dan
Pendidikan Luar Sekolah. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikgn Provinsi

Kepulauan Riau.

. Penyediaan bantuan pengadaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan.

Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang pendidikan.
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m. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

n. Pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan yang diserahkan oleh Gubernur.

4. Struktur Organisasi dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau.
Struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau diatur dalam
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 4
Agustus 2011, Dinas Pendidikan, terdiri dari: (a) Sekretariat, (b) Bidang
Pendidikan Dasar (¢) Bidang Pendidikan menengah dan Tinggi, (d) Bidang
Pendidikan Non Formal dan Informal (e) Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan.

B. Hasil Pembahasan
1. Kualitas kerja

Kualitas kerja adalah swatu proses yang dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan kinerja pegawai berdasarkan sasaran kerja pegawai pada Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Rian melalui adanya prosedur kerja yang jelas,
sehingga terjadinya peningkatan hasil kerja dan dapat diselesaikannya pekerjaan
sesuaj dengan harapan organisasi. Upaya tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai

berikut:
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a. Adanya prosedur kerja yang jelas.

Merupakap suatu hal yang harus dilaksanakan oleh pegawai di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulanan Riau dalam menjalankan sunatu pekerjaan agar
memperoleh suatu hasil yang optimal sesuai dengan rencana dan tujuan kerja
organisasi (Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau). Berdasarkan hasil
wawancara dengan masing-masing informan mengenai adanya prosedur kerja yang
jelas, diperoleh hasilnya yang merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan
oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai adanya
prosedur kerja yang jelas diperoleh hasilnya sebagai berikut :

“Keberadaan prosedur kerja yang jelas dapat dilakansakan oleh setiap
bidang kerja yang ada di Disdik. Hal ini dilaksanakan agar tidak terjadi
tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang
telah diatur dalam perda pembentukan OPD di pemerinfahan Provinsi
Kepri ini”. (Rabu, 05 April 2017)

Kemudian hal senada juga di ungkapkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulanan Rian mengenai adanya prosedur kerja yang jelas
hasilnya sebagai berikut:
“Penerapan prosedur kerja yang jelas berlaku bagi seluruh bidang/bagian
kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provisi Kepulauan Riau, karena

dengan hal tersebut diharapkan pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan
dengan efisien dan efektif”. (Kamis, 06 April 2017).



43288.pdf

54

Selain itp berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah
dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai adanya prosedur
kerja yang jelas, adapun hasilnya sebagai berikut ;

“Masing-masing bidang kerja yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulavan Riau ini termasuk pada bidang Bidang Pendidikan Menengah
dan Tinggi, sudah ada Tupoksi sendiri sehingga diharapkan dapat
memaksimalkan sasaran kerja pegawai dalam menjalankan pekerjaan
tentunya”. (Kamis, 06 April 2017).

Kemndian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada Kepala Bidang Pendidikan
Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai
adanya prosedur kerja yang jelas, maka diperoleh hasilnya sebagai berikut :

Berkaitan dengan adanya prosedur kerja yang jelas dalam suatu institusi
pemerintahan hal tersebut sangatlah diperlukan karena dapat dibedakan
sasaran kerja pegawai antara satu bidang dengan bidang lainnya yang
bertujuan untuk memaksimalkan kinerja masing-masing pegawai tersebut
sehingga dapat dilakukan penilaian kinerjanya secara maksimal”. (Kamis,
07 April 2017).

Disamping itu dengan pertanyaan yang sama peneliti melakukan wawancara dengan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan

Riau mengenai adanya prosedur kerja yang jelas, maka hasilnya sebagai berikut :
“Pelayanan yang ditugaskan pada Bagian Umum dilakukan berdasarkan
prosedur administratif surat menyurat dari beberapa bidang atau bagian
yang membutuhkan layanan data, informasi, sarana dan prasarana.
Prosedur ini telah diterapkan dengan jelas sesnai dengan peruntukannya
sehingga pekerjaan yang diharapkan sesuai dengan tujuannya” (Jumat, 07
April 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing informan mengenai

adanya prosedur kerja yang jelas, peneliti dapat menganalisis bahwa secara
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keseluruhan informan menyatakan memang ada prosedur kerja yang jelas yang
diterapkan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dimaksudkan
bahwa dengan adanya prosedur kerja yang jelas maka proses pelaksanaan pekerjaan
oleh setiap pegawai yang ada di Sekretariat ataupun Bidang-Bidang pada Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau akan terlaksana dengan efisien dan efektif.
Tentunya ada dukungan dari pegawai yang bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau yang mempunyai kinerja yang optimal, sehingga dalam menjalankan
tugas dan fungsi masing-masing pegawai dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
Selain itu juga diharapkan bahwasannya pegawai mampu memaksimalkan kinerja
serta potensinya dalam mencapai sasaran kerja pegawai sesuai dengan bidang
pekerjaan masing-masing.

Disamping itu juga dilakukan wawancara dengan Informan Kunci (Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulanan Riau) dan diperoleh hasilnya sebagai berikut:

“Adanya prosedur tata kerja yang jelas maka hal tersebut juga akan
berdampak pada meningkatnya kinerja pegawai di setiap bidang di dinas
pendidikan ini, karena pegawai dapat mengacu pada prosedur dan
menerapkan isi prosedur tersebut kepada pekerjaannya, maka diharapkan
sasaran kerja pegawai tersebut akan maksimal, bukan hanya sekedar
mengugurkan kewajiban saja, namun kebijakan pemerintahan tentang
aparatur sipil negara sekaraig sudah harus bekerja secara professional,
akuntabel dan transparansi dalam birokrasi pemerintahan”. (Senin, 10
April 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menganalisis jawaban Informan
Kunci (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau) yang menyatakan bahwa:

adanya prosedur kerja yang jelas dalam menjalankan pekerjaan dapat mempengaruhi
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kimq'a pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam menjalankan
setiap pekerjaan di setiap bidang kerja yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau, secara keseluruhan sudah menggunakan prosedur yang jelas dan
dijadikan acuan atau patokan dalam melaksanakan pekerjaan secara efisien dan
efektif. Sehingga pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kinerja yang
maksimal, selain itu dengan menjalankan prosedur yang jelas maka pandangan
masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan dapat bergeser menjadi
pandangan yang lebih positif, karena masyarakat adalah pihak yang merasakan secara
langsung dampak atau efek dari pelayanan yang diberikan oleh pegawai di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tersebut.

Berdasarkan hasil apalisis data observasi dan wawancara berkenaan dengan
adanya prosedur kerja yang jelas di atz;s, peneliti memberikan tanggapan bahwa:
Adanya prosedur kerja yang jelas tersebut, memang benar adanya dan hal ini
dilaksanakan oleh selurnh pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulaunan
Rian dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,
karena dengan merujuk kepada prosedur yang ada dan tentunya mempunyai dasar
hukum yang kuat maka pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dapat
meningkatkan kinerjanya secara optimal, karena jika pegawai dalam menjalankan
suatu pekgrjaap tentunya berhubungan dengan fungsi-fungsi pemerintahan
dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman ketika pekerjaan tersebut dilaksanakan, maka
pegawai dapat menggunakan prosedur tersebut sebagai kerangka dasar acuan kerja

yang memiliki kekuatan hukum yang sah.
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Adanya prosedur kerja yang jelas, karena saat ini masyarakat sudah mengerti
dan memahami tentang alur birokrasi sehingga di dalam menjalankan pekerjaan
pegawai diharapkan bersikap transparan dan profesional, apalagi masalah di bidang
pendidikaﬁ cukup sensitif yang merupakan'bagian dari kebijakan pemerintah, baik
dilihat dari dari aspek &ansparansi birokrasi maupun pelayanan publik. Selain itu pula
permasalahan pendidikan harusiah dilakukan dengan prosedur yang jelas agar tidak
mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun non materil. Sebagaimana
contoh terjadinya kasus penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
atau penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan proyek kegiatan pembangunan
bangunan sekolah yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau tidak sesuai dengan
standar pembangunan sebagaimana mestinya. Seperti inilah yang perln dihindari
dengan cara melaksanakan pekerjaan sesuai sesuai prosedur yang ada.

Berdasarkan uraian observasi dan analisis tersebut di atas, maka peneliti
mengarisbawahi berkenaan dengan adanya prosedur kerja yang jelas di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulanan Riau tersebut memang telah dilaksanakan
sebagaimana standar pelayanan yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau tersebut selain sebagai suatu kewajiban prosedur kerja yang jelas, serta
diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kesalahan kerja baik secara teknis maupun
non teknis oleh pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

b. Terjadinya peningkatan hasil kerja.
Peningkatan hasil kerja merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh

pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan
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kinerjanya sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat lebih optimal serta
efisien dan efektif sebagaimana rencana dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan
mengenai terjadinya peningkatan hasil kerja diperoleh tanggapan atan jawaban yang
diberikan oleh Kepala Sub Bidang Pendidikan Dasar SD dan SMP Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

“Peningkatan hasil kerja Pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulanan Riau dirasakan saat ini telah mengalami perubahan yang
cukup mendasar terutama dalam menyelesaikan tugas dan fungsi yang
lebih efisien dan efektif. Contobnya saja dalam penyelesaian kontrak
kerja dengan pihak ketiga atau rekanan di mana yang datang lebik awal,
maka dikerjakan lebih awat juga secara profesional bukan berdasakan
intervensi dari pihak manapun.” (Selasa, 11 April 2017).

Kemudian hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Pendidikan
Menengah SMA dan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulanan Riau mengenai
terjadinya peningkatan hasil kerja hasi]nya sebagai berikut:
“Seiring dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik maka pegawai
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau juga meningkatkan kinerja
mereka melalui berbagai hal mulai dari disiplin waktu baik datang dan

pulang kerja, mengerjakan pekerjaan seperti sosialisasi serta diklat
tentang pendidikan sesuai standar yang ada”. (Selasa, 11 April 2017).

Selain itu Berdas_arkan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendidikan Non
Formal Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai terjadinya pemingkatan
hasil kerja, adapun hasilnya sebagai berikut :
“Adanya peningkatan hasil kerja oleh pegawai Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau sah-sah saja dilakukan guna menunjang kinerja mereka

dalam menjalankan tupoksi seperti bisanya. Hal ini berlaku bagi seluruh
pegawai lainnya”. (Selasa, 11 April 2017).
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Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada Staff PNS Dinas

Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau mengenai terjadinya peningkatan hasil kerja,

maka diperoleh hasilnya sebagai berikut :
“Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sekarang ini sudah
banyak yang berubah khususnya dalam menejalankan pekerjaannya
terutama semenjak diterapkannya e-disiplin serta adanya pemotongan
tunjangan apabila kinerja pegawai tidak sesuai dengan ketentuan saat ini”.
(Kamis, 13 April 2017).

Disamping itu dengan pertanyaan yang sama peneliti melakukan wawancara dengan

Staff PNS Dinas Pendidikan Provinsi Kepulanan Riau mengenai terjadinya

peningkatan hasil kerja, maka hasilnya sebagai berikut :
“Adanya penerapan e-disiplin dengan menggunakan absensi masuk dan
pulang kerja dengan finger print, saat ini hampir seluruh OPD termasuk
pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau telah mengalami
perubahan dan tentunya peningkatan hasil kerja karena disiplin kerja para
pegawai lebih terukur dan tentunya dapat dilibat dari rekapitulasi absensi
di akhir bulan”. (Kamis, 13 April 2017).

Hasil wawancara di atas, peneliti memberikan analisis dari masing-masing
informan mengenai terjadinya peningkatan hasil kerja, diperoleh hampir keseluruhan
informan menyatakan memang ada peningkatan hasil kerja yang dilaksanakan oleh
pegawal Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu terjadinya
peningkatan hasil kerja yang merupakan cerminan atau potret dari kinerja pegawai

dalam upaya meningkatkan hasil kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai

dengan bidang kerja masing-masing.
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Di mana tupoksi tersebut yang dilatar i)elakangi oleh beberapa hal diantaranya
faktor kesadaran diri dari pegawai yang bersangkutan untuk menjalankan tugasnya
sesuai dengan tupoksi yang ada, karena di dalamnya ada hak dan kewajiban yang
harus dilaksanakan dan dipenunhi, faktor kepemimpinan yang mana dengan adanya
pemimpin yang mampu mengakomodir serta mendorong kinerja pegawai saat ini
untuk lebih profesional, maka pegawai yang bekerja pun akan terdorong dan menjadi
kepemimpinan pemimpin tersebut sebagai teladan dalam menjalankan pekerjaan yang
ada di kantor tersebut. |

Kemudian paradigma pemerintahan yang berubah seiring dengan
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana dulunya pemerintah
adalah organisasi atau seseorang yang dilayani oleh masyarakat, sekarang pemerintah
adalah organisasi atau seseorang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dari ketiga faktor diatas tersebut maka kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Provinst
Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsi di berbagai bidang pekerjaan
berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah di tetapkan
sebelumnya oleh seluruh unsur yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau.

Disamping itn juga dilakukan wawancara dengan Informan Kunci (Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau) dan diperoleh hasilnya sgbagai berikut:

;‘Mengenai tingkat hasil kerja yang dimiliki oleh pegawai di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau merupakan wujud nyata dari kinerja
pegawai terutama dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan

menjalankan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Di mana jika
pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran
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maka hal tersebut juga akan berdampak positif baik bagi pegawai
bersangkutan, dan juga masyarakat. Namun jika kinerja pegawai dalam
pelaksanaan kebijakan pendidikan mengalami penurunan atau rendah
maka hal tersebut juga akan berdampak negatif, bukan hanya bagi
pegawai tersebut melainkan seluruh unsur yang ada di Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau ini. Oleh karena itu dihimbau kepada pegawai
yang bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau agar dapat
meningkatkan kinerjanya sehingga pelaksanaan kebijakan pendidikan
nasional yang diberikan pun dapat dirasakan oleh masyarakat
sepenuhnya”. (Senin, 10 April 2017).
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisis jawaban dari Informan
Kunci (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau) yang menyatakan bahwa
terjadinya peningkatan hasil kerja tersebut memang ada. Oleh karena itn, merupakan
gambaran atau bentuk nyata dari kinerja seorang pegawai dalam menjalankan suatu
pekerjaan maksudnya. Apabila kinerja pegawai tidak optimal maka hal tersebut dapat
mengakibatkan pelayanan yang kurang maksimal serta pendangan negatif dari
masyarakat terhadap fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau terutama fungsi pelayanan karena sebagaimana
yang diketahui bersama bahwa pelayanan pendidikan tersebut harus benar-benar
terlaksana' dengan baik dan tepat sasaran, sechingga masyarakat benar-benar
merasakan hasil dari kebijakan penerapan sisitem pendidikan nasional tersebut.
Disamping itu berdasarkan observasi yang -dilakukan sewaktu penelitian di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berkenaan dengan terjadinya peningkatan hasil
kerja, didapati hasilnya sebagai berikut:
“Bahwasannya berkenaan terjadinya peningkatan hasil kerja, memang
benar adanya karena hal tersebut merupakan wujud nyata dari kinerja

seorang pegawai dalam menjalankan suatu pekerjaan terutama bagi
pegawai yang bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
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dalam menjalankan fungsi pemerintahan terutamanya fungsi pelayanan,
pemberdayaan dan pembangunan di bidang pendidikan dan hal ini
diwujudkan dalam bentuk berbagai bentuk pelayanan yang diberikan
meliputi pembangunan ruangaan kelas sekolah baru, instalasi
laboratorium sekolah, sosialisasi pendidikan wajib 12 Tahun sesuai
sistem pendidikan nasional, dan lain sebagainya dan yang perlu digaris
bawahi, bahwa fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulaunan Riau selain bersifat transparan hal itu
Jjuga dilaksanakan secara profesional oleh pegawai Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulanan Riau, sehingga masyarakat Kepulanan Riau
merasakan dampak positif dan dampak nyata dalam penerapan dan
pelaksaan kebijakan khususnya sistem pendidikan nasional”,

Berdasarkan hasil observasi tersebut di atas maka dapat dianalisis berkenaan
dengan terjadinya peningkatan hasil kerja di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau tersebut, memang telah terjadi peningkatan hasil kerja yang dilakukan oleh
pegawai dalam hal ini merujuk kepada reformasi birokrasi dan pelayanan publik
dimana pelayanan berkaitan dengan penerapan kebijakan pemerintah di bidang
pendidikan dilakukan secara transparan dan profesional, serta mengedepankan prinsip
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dan juga dalam pemberian
pelayanan dan tidak berasumsi kepada profit manajemen semata melainkan sosial
manajermen.

c. Pekerjaan sesuai dengan harapan organisasi.

Merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh pegawai Dinas Pendidikan

Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan kinerjanya sehingga dalam

menjalankan pekerjaannya mendapatkan respon yang positif atau adanya kepuasan

dari semua pihak yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau
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maupun masyarakat tersebut sesuai dengan visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau.

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan dari hasil
wawancara dengan masing-masing informan mengenai pekerjaan sesnai dengan
harapan organisasi. Informan pertama diperoleh dari Sekretaris Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau mengenai pekerjaan sesuai dengan harapan organisasi
sebagai berikut:

“Semua pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulanan Riau telah
menjalankan pekerjaan sesuai dengan harapan organisasi di mana mereka
selalu dalam keadaan siap dan tanggap dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sesuai bidang masing-masing”. (Rabu, 05 April 2017).
Kemudian hal senada juga di ungkapkan oleh Staff PTT Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulavan Riau mengenai pekerjaan sesuai dengan harapan organisasi hasilnya
sebagai berikut:
“Dalam hal tepatmya pekerjaan sesuai dengan visi dan misi organisasi ini,
secara umum pegawal Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
merupakan salah satu ujung tombak dalam pencapaian tujuan organisasi,
namun secara khusus adalah meningkatnya kemampuan kerja di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian, dengan adanya
peningkatan kinerja yang optimal maka hasil kerjanya pun akan
maksimal”. (Senin, 17 April 2017).
Selain itn berdasarkan wawancara dengan Staff PTT Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulaunan Riau mengenai pekerjaan sesuai dengan harapan organisasi, adapun

hasilnya sebagai berikut:

“Selama bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ini dan
telah bekerja sebagaimana tupoksi masing-masing sehingga pelaksanaan
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pekerjaan dan hasil kerja diharapkan dapat sesuai demgan tujuan
organisasi tentunya”. (Senin, 17 April 2017).

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada Staff THL Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai pekerjaan sesuai dengan harapan
organisasi, maka diperoleh hasilnya sebagai berikut:

“Pandangan pegawai secara keseluruhan telah menjalankan pekerjaan
secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga tidak ada persepsi negatif
satu sama lain dalam menghasilkan suatu hasil kerja”. (Senin, 17 April
2017).

Disamping itu dengan pertanyaan yang sama peneliti melakukan wawancara dengan
Staff THL Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai pekerjaan sesnai
dengan harapan organisasi, maka hasilnya sebagai berikut :

“Hasil pekerjaan di setiap pegawai diharapkan agar sesuai dengan tujuan
organisasi di mana tempat pegawai tersebut bekerja di Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau, sehingga kinerja setiap pegawai dapat dinilai
oleh atasan atau pimpinan berdasarkan hasil kerja bukan berdasarkan
gugur kewajiban saja”. (Senin, 17 April 2017).

Uraian di atas, peneliti memberikan interpretasi dari hasil wawancara dengan
masing-masing informan mengenai pekerjaan sesuai dengan harapan organisasi,
hasilnya hampir keseluruhan informan menyatakan memang sesuai karena dengan
pekerjaan sesuai dengan harapan organisasi, maka ﬁal tersebut merupakan bagian dari
kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau terntamanya dalam
menajatankan pekerjaan sesuai bidang pekerjaan masing-masing baik secara teknis

maupun non teknis. Karena hal tersebut jika pegawai tidak melaksanakan pekerjaan
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sesual dengan harapan organisasi maka dikhawatirkan tidak terjadi sinkronisasi antara
atasan dan bawahan. Dampaknya dapat menimbulkan konflik kerja dan disintegrasi
organisasi yang akhirnya muncul masalah pada pelayanan yang kuvrang maksimal
serta kinerja pegawai menjadi menurun.

Selain itu pandangan masyarakat terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulanan Riau terutama dalam memberikan pelayanan kesehatan menjadi
negatif hal-hal seperti ini dapat diminimalisir dengan cara melakukan komunikasi dan
koordinasi yang baik antara atasan dengan bawahan serti antara pegawai dengan
pegawai yang lain di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Lebih lanjut
dilakukan wawancara dengan Informan Kunci (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulavan Riau) dan didapati hasilnya sebagai berikut:

“Mengenai pekerjaan sesuai dengan harapan organisasi sudah menjadi
kewajiban dan konsekuensi kerja bagi pegawai, oleh sebab itu jika
pegawai tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan rencana dan tujuan
yang ditetapkan pada svatu organisasi dalam hal ini Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulavan Riau, maka hasil yang akan didapatkan tentunya
tidak maksimal. Selain itu pula dapat memberikan efek yang kurang baik
bagi organisasi di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai
pegawai diharapakan memiliki loyalitas terhadap organisasi, kecuali
harapan organisasi tersebut melenceng dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku di republik ini. Maka pegawai berhak memprotes
atau mempermasalahkan harapan organisasi tersebut, dan satu hal lagi
bahwasannya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan harapan orgamjsasi
yaitu bekerja secara efisien dan efektif memang merupakan bagian dari
kinerja pegawai di manapun juga”. (Senin, 10 April 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisis jawaban Informan

Kunei (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau) yang menyatakan bahwa

pekerjaan sesuai dengan harapan organisasi tersebut memang telah sesunai, oleh
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karena itu merupakan suatu kewajiban atau konsekuensi bagi pegawai dalam
menjalankan suatu pekerjaan, kecuali di dalam memenuhi harapan organisasi tersebut
di jumpai pelanggaran-pelanggaran dan mengakibatkan kerugian baik pada pegawai
yang bersangkufan dan juga masyarakat/pasien, maka pekerjaan tersebut dapat
diajukan gugatan secara hukum.

Menjalankan pekerjaan sesuai dengan harapan organisasi diharapkan dapat
memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja pegawai di Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau. Khususnya meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan
hasil kerja sesuai dengan tujuan organisasi, dan umumnya tujuan serta rencana
strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Disamping itu berdasarkan
observasi yang dilakukan sewaktu penelitian di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau berkenaan dengan pekerjaan sesuai dengan harapan organisasi, bahwasannya
mengenai pekerjaan sesuai dengan harapan organisasi, memang benar adanya karena
hal ini telah merupakan suatu kewajiban dan konsekuesi kerja yang harus di
laksanakan oleh seluruh pegawai yang bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau,

Namun apabila di dalam menjalankan pekerjaan tersebut ditemukan
pelanggaran-pelanggaran yang dinilai dapat menimbulkan dampak secara pidana,
maka pegawai yang bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tersebut
akan segera melakukan koordinasi secara internal. Hal ini dilakukan sebagai upaya
melakukan revisi terhadap pencapaian tujuan organisasi yang ada, karena jika hal

tersebut terus dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan efek yang dihasilkan
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berupa ancaman hukuman pidana maupun persepsi ketidak-percayaan masyarakat
terhadap aparatur pemerintah yang bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau, Tentunya hal ini dapat berdampak pada stabilitas kerja yang ada di kantor
tersebut. Saat ini di dalam melaksanakan pekerjaan terutama dalam melaksanakan
rutinitas pekerjaan sehari-hari dapat terlaksana dan berjalan lancar sesuai dengan
tujuan dan harapan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Dari hasil observasi tersebut di atas maka dapat digarisbawahi, berkenaan
dengan pekerjaan sesuai dengan harapan organisasi di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau tersebut, selalu berpedoman terhadap tujuan, rencana strategis dan
memperhatikan visi, misi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau agar tidak
menyalahi aturan atas wewenang yang ada, sehingga dapat mengakibatkan

permasalahan yang berdampak negatif bagi pegawai dan juga instansi terkait.

2. Ketepatan
Ketepatan adalah suatu proses yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
kinerja pegawai dengan cara adanya waktu yang ditetapkan dalam bekerja dan
ketepatan dalam menggunakan sarana dan prasarana kanfor dalam bekerja. Upaya
tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :
a. Adanya waktu yang di tetapkan dalam bekerja (sistem shift/seven to seven).
Merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh pegawai Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan kinerjanya dengan menerapkan

disiplin waktu dalam bekerja sehingga didalam menjalankan tugas dan fungsi dapat
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berjalan dquan efisien dan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-
masing informan mengenai adanya waktu yang ditetapkan dalam bekerja (sistem
shift/seven to seven),

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh Sekretaris
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Rian mengenai adanya waktu yang di tetapkan
dalam bekerja ( sistem shift/ seven to seven) didapati hasilnya sebagai berikwut :

“Berkaitan dengan persoalan adanya ketepatan waktu dalam menjalankan
pekerjaan bagi pegawai saya setuju, karena hal itu merupakan bagian dari
tanggungjawab pegawai yang telah menerima haknya seperti gaji dan
tunjangan kinerja serta tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya, karena
selama ini opini yang terbentuk adalah pegawai rajin dan tidak rajin sama
saja penghasilannya, namun setelah adanya e-disiplin sepertinya ada
peningkatan kinerja dari segi disiplin waktu kehadiran dan pulang kerja
pegawai di dinas ini”. (Rabu, 05 April 2017).

Kemudian hal senada juga di ungkapkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas

Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai adanya waktu yang di tetapkan dalam

bekerja ( sistem shifi/ seven to seven) hasilnya sebagai berikut:
“Semua pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ini
bekerja sesuai dengan ketentuan waktu jam masuk kerja dan jam pulang
kerja dimana masuk kerja jam 8 pagi dan pulang jam 4 sore kecuali hari
jumat pulang jam 3 sore™. (Hari Rabu, 21-11-2012).

Selam itu berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan

Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai adanya waktu yang di

tetapkan dalam bekerja (sistem shift/seven to seven), adapun hasﬂnya sebagai berikut:
“Pegawai Dinas Pendidikan Proviosi Kepulauan Riau tidak ada penerapan
shift kerja atau pergantian waktu dalam bekerja layaknya pada perusahaan

swasta karena waktu kerja sudah di tentukan berdasarkan peraturan
gubernur dan hal tersebut berlaku sama setiap OPD termasuklah di Dinas
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Pendidil.can Provinsi Kepulavan Riau terkecuali ada beberapa orang
pegawal yang lembur dan harus menyelesaikan pekerjaan karena di buru
oleh target waktu pekerjaan tersebut™. (Kamis, 06 April 2017).
Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada Kepala Bidang Pendidikan
Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai
adanya wakiu yang di tetapkan dalam bekerja ( sistem shift/ seven to seven), maka
diperoleh hasilnya sebagai berikut :
“Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tidak ada
menggunakan sistem pergantian waktu atau shift kerja dan jumlah jam
kerja pada hari senin sampai kamis selama 8 jam dan pada bari jumat
selama 7 jam sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku”.
(Kamis, 06 April 2017).
Disamping itu dengan pertanyaan yang sama peneliti melakukan wawancara dengan
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Kepulanan
Riau mengenai adanya waktu yang di tetapkan dalam bekerja ( sistem shifi/ seven to
seven), maka hasilnya sebagai beriknut:
“Penggunaan sistem shifl/seven to seven kebanyakannya diberlakukan
pada instansi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan
masyarakat seperti pelayanan kesehatan di rumah sakit dan pelayanan
administrasi kependudukan di Kelurahan, Kecamatan ataupun Badan
periizinan terpadu, karena instansi pemerintahan tersebut lebih jelas porsi
kerja dan waktn kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan
capaian target yang telah ditentukan dalam standar operasional pelayanan
(SOPY”. (Jumat, 07 April 2017).
Berdasarkan hasil wawancara masing-masing informan di atas, dapat
dianalisis mengenai adanya waktu yang ditetapkan dalam bekerja (sistem shift/seven

to seven), hasilnya hampir keseluruhan informan menyatakan memang dapat

meningkatkan kinerja pegawai, namun hal tersebut umumnya diberlakukan pada
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instansi pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan dan berhubungan secara
langsung dengan masyarakat secara face lo face seperti pelayanan kesehatan di
Puskesmas dan Rumah Sakit. Selain itu pelayanan administrasi kependudukan dan
perizinan dalam hal ini Kelurahan, Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil serta Badan Perizianan Terpadu.

Bidang pelayanan kepada publik tersebut sifatnya berhubungan secara
langsung dengan masyarakat. Umumnya mempunyai batas waktu sesuai standar
operasional pelayanan (SOP) yang telah ditentukan, sehingga penggunaan sistem
kerja dengan cara sistem shift/ seven to seven lebih tepat digunakan namun dalam hal
ini Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam menentukan waktu yang
ditetapkan dalam bekerja lebih cenderung menggunakan atau berpedoman kepada
Peraturan Gubernur tentang waktu bekerja di setiap OPD (organisasi perangkat
daerah) di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yaitu pada hari senin sampai
dengan hari kamis masuk pukni 08.00 Wib dan pulang kerja puku! 16.00 Wib
sedangkan pada hari Jumat pulang kerja pukul 15.00 Wib dan untuk masa atau waktu
kerja antara 7 jam sampai dengan 8 jam setiap hari kerjanya.

Disamping itu juga dilakukan wawancara dengan Informan Kunci (Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya Sebagaj berikut:

“Jenis pelayanan Dinas Pendidikan merupakan OPD yang tidak
bersentuban langsung dengan masyarakat layaknya BLUD (Badan
Layanan Umum Daerah) seperti Rumah Sakit- Umum Daerah ataupun
PDAM, maka penggunaan sistem shift kerja tidak diberlakukan di dinas
ini. Namun jumlah jam kerja ada kesamaan antara 7 jam sampai dengan 8

jam kerja setiap hari dan dengan adanya ketetapan waktu yang di
tentukan maka pegawai tersebut mau tidak mau harus menjalankan
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pekerjaan tersebut dan hal ini juga berpengaruh kepada disiplin kerja
mereka sehingga jika pegawai sudah mempunyai disiplin kerja yang
tinggi maka kinerja mereka pun akan tinggi juga, namun sebaliknya jika
pegawai tidak berdisiplin dalam menjalankan pekerjaan maka kinerja
mereka juga akan rendah”. (Senin, 10 April 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisis jawaban informan kunci
(Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau) yang menyatakan bahwa adanya
waktu yang di tetapkan dalam bekerja ( sistem shift/ seven fo seven) tersebut memang
benar adanya. Namun tidak diterapkan di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
karena Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, hal ini dikarenakan tidak
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung layaknya BLUD pada
umumnya namun secara jumlah jam kerja mempunyai kesamaan dengan sistem shift
kerja yaitu antara 7 jam kerja sampai dengan 8 jam kerja setiap harinya karena hal
tersebut merupakan svatu bagian dari penilaian kinerja pegawai dari segi disiplin
kerja nya dan hal tersebut juga akan melatih dan membiasakan para pegawai untuk
melakauvkan pekerjaan secara disiplin salah satunya adalah dengan adanya ketetapan
waktu dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulanan Riau.

Disamping itq berdasarkan observasi yang dilakukan sewaktu penelitian di
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berkenaan dengan adanya waktu yang di
tetapkan dalam bekerja (sistem shifi/seven to seven) tidak menggunakan sistem shift
kerja atau pergantian jam kerja antara satu pegawai dengan pegawai lainnya layaknya
pada BLUD seperti Rumab Sakit Umum Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum

dimapa pada BLUD tersebut. Pegawai harus berhadapan dan menjalankan fungsi



43288.pdf

72

pelayanan secara langsung dan berbadapan dengan masyarakat, sedangkan di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pegawai menjalankan pekerjaan lebih kepada
secara fungsional non teknis namun secara jumlah jam kerja dan mempunyai batas
waktu kerja yang dapat dikatakan sama dengan penggunaan sistem shift kerja/seven
to seven dimana pegawai bekerja selama 7 jam sampai dengan 8 jam setiap hari
kerjanya

Hal ini tentunya menjadi bagian dari daftar penilaian kinerja pegawai (DP3
Pegawai Negeri Sipil) yang mana salah satu isi dari DP3 Pegawai Negeri Sipil
tersebut adalah mencakup masalah disiplin kerja pegawai dan hal ini sesuai dengan
adanya kefetapan waktu dalam menjalankan pekerjaan schari-hari di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau. Dengan adanya ketetapan waktu dalam
menajalankan pekerjaan tersebut diharapkan kebijakan pemerintah dalam rangka
menciptakan masyarakat yang mempunyai standar pendidikan nasional yang
mumpuni, benar-benar tepat sasaran dan masyarakat tersebut juga dapat merasakan
manfaat dari kebijakan pemerintah tersebut secara langsung.

Tentunya tidak terlalu sulit dan memakan waktu serta biaya yang cukup besar
karena jika ketepatan waktu tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif, maka
dampak yang ditimbulkan agia]ah kebi jakan tersebut dapat ber'ja.laﬁ‘dengan lancar dan
masyarakat akan berasumsi bahwa kebijakan yang dibuat untuk membantu
masyarakat agar tidak apatis (tidak peduli) dengan semua kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah baik pusat maupun daerah terutama dalam pelaksanaan kebijakan di

bidang pendidikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
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Dari hasil observasi tersebut diatas maka dapat dianalisis berkenaan dengan
adanya waktu yang ditetapkan dalam bekerja (sistem shift/seven to seven) di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulawan Riau tersebut, memang secara prakteknya di
lapangan tidak ada pergantian jam waktu kerja oleh pegawai satu dengaﬁ pegawai
lainnya layaknya di perusahaan swasta ataupun di instansi pemerintahan yang
berhubungan secara langsung dengan masyarakat, seperti di BLUD dalam hal ini
RSUD dan PDAM namun dari segi jumlah waktu kerja memang tidak dipungkiri
sistem seven to seven jam kerja antara 7 jam sampai dengan 8 jam kerja setiap hari
kerjanya memang ada dan diberlakukan sesuai dengan peraturan gubemnut Provinsi
Kepulauan Riau tentang jam masuk dan pulang kerja di seluruh OPD pemerintahan

provinsi Kepulauan Riau termasuklah di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulanan Riau.

b. Ketepatan dalam menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam bekerja.

Mermupakan spatu hal yang harus dilaksanakan oleh pegawai di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan kinerjanya dengan
menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam bekerja sesuai dengan tugas pokok
dan fungst masing-masing agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam bekerja di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-
masing informan mengenai ketepatan dalam menggunakan sarana dan prasarana |
kantor dalam bekerja di dapati hasilnya sebagai berikut:

Tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang Pendidikan

Dasar SD dan SMP Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai ketepatan
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dalam menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam bekerja didapati hasilnya

sebagai berikut :

“Adanya penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau ini sudah maksimal oleh masing-masing
pegawal sesuai tupoksinya diantaranya meisn fotocopy, computer, laptop
mesin scanner, Mesin fax dan printer dan penggunaan peralatan tersebut
diperuntukkan guna memperlancar pegawai dalam menjalankan pekerjaan
yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulanan Riau”. (Selasa, 11
April 2017).

Kemudian hal senada juga di ungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Pendidikan

Menengah SMA dan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenéi

ketepatan dalam menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam bekerja hasilnya

sebagai berikut:

“Selama 1 penggunaan peralatan sarana dan prasarana kantor yang ada
di dinas ini sudah terlaksana dengan sebaik mungkin, hal ini dapat dilihat
darl pemanfaatan mobil dinas, motor dinas dan peralatan kantor lainnya
seperti computer, printer sesuai dengan peruntukannya pada bidang kerja
masing-masing”. (Selasa, 11 April 2017). '

Selain itu berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendidikan Non

Formal Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Rian mengenai ketepatan dalam

menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam bekerja, adapun hasilnya sebagai

berikut :

“Adanya penggunaan fasilitas sarana dan prasarana kantor di dinas ini
sudah cukup maksimal lah baik dari pemanfaatan ruang yang minimalis
namun tertata dengan rapi dan nyaman kemudian fasilitas penunjang
lainnya seperti peralatan elektronik sudah mumpuni dalam mendukung
kinerja pegawai dalam menjalankan pekerjaan seperti ruangan ber AC,
ada televisi, dan peralatan lainnya”. (Selasa, 11 April 2017).
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Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada Staff PNS Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai ketepatan dalam menggunakan sarana
dan prasarana kantor dalam bekerja, maka diperoleh hasilnya sebagai berikut :
“Penggunaan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan kebutuhan
karena kita sadar dan tahu prinsip penyelenggaraan efisiensi dan
efektifitas termasuklah dalam penggunaan peralatan kantor dimana kita
Juga melakukan pemeliharaan dengan melakukan service pada peralatan
kantor yang rusak namun bias diperbaiki dan melakukan pengadaan
barang baru apabila peralatan kantor tersebut sudah dalam kondisi tidak
layak digunakan kembali”. (Kamis, 13 April 2017).
Disamping itu dengan pertanyaan yang sama peneliti melakukan wawancara dengan
Staff PNS Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai ketepatan dalam
menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam bekerja, maka hasilnya sebagai
berikut :
“Saat ini fasilitas di disdik ini sudah mengalami kemajuan dan
penggunaan sarana dan prasarana nya pun sudah membaik dari tahun-
tahun sebelumnya sehingga pegawai dalam menjalankan pekerjaannya
pun dapat ditunjang dengan maksimal dengan tersedianya sarana wifi
internet dengan kecepatan yang tinggi sehingga mempermudah dan

mempercepat akses pekerjaan terutamanya dalam pengiriman email dan
data secara elektronik tentunya”. (Kamis, 13 April 2017).

Hasil wawancara dengan beberapa informan di1 atas, dapat dianalisis mengenai
ketepatan dalam menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam bekerja hasilnya
hampir keseluruhan informan menyatakan memang sudah teﬁét hal tersebut dapat
dilibat dari berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang ada mulai dari ruangan yang
dilengkapi dengan Adir Conditioner (AC), letak dan posisi ruangan masing-masing
bidang yang minimalis namun rapi dan nyaman untuk setiap pegawai bekerja selain

itu fasilitas peralatan kantor seperti mesin fotocopy, scanner, computer, dan laptop,
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jaringan internet wifi dengan kecepatan tinggi disetiap bidang dan sekretariat Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau kelengkapan dan kondisinya dalam keadaan
baik.

Selain itu penggunaan kendaraan bermotor seperti mobil, motor dinas telah
disesuaikan berdasarkan jabatan. Dan apabila ada sarana dan prasarana kantor atau
peralatan kantor yang rusak, dapat diperbaiki atau dilakukan service perbaikan secara
berkala. Namun apabila sarana dan prasarana kantor tersebut tidak dapat digunakan
atau diperbaiki, maka akan dilakukan pengajuan pengadaan barang dan jasa di tahun
anggaran berikutnya. Hal ini dilakukan guna menunjang kinerja Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riaun agar berjalan dengan efisien dan efektif.

Disamping itu juga dilakukan wawancara dengan Informan Kunci (Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya sebagai berikut:

“Mengenai hal penggunaan sarana dan prasarana secara tepat
penggunaannya memang diperlukan dan merupakan bagian dari penilaian
kinerja. Di mana balwa ketepatan dalam menggunakan sarana dan
prasarana kantor dalam bekerja akan berpengaruh terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau. Jika sarana dan prasarana kantor tidak dioptimalkan
dalam penggunaannya maka akan berdampak pada hasil pekeriaan yang
dilaksanakan oleh pegawai di dinas ini dan itu akan menjadikan salah satu
penilaian kinerja pegawai dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari”.
(Senin, 10 April 2017).

Selanjutnya jawaban Informan Kunci (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau) dapat dianalisis bahwa: ketepatan dalam menggunakan sarana dan

prasarana kantor dalam bekerja tersebut memang benar adanya. Karena hal tersebut

merupakan bagian dari penilaian kinerja pegawai, Di mana jika penggunaan sarana
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dan prasarana kantor yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tidak
optimal, maka kualitas hasil pekerjaan dilakukan oleh pegawai Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulavan Riau tersebut pun tidak akan maksimal dan tentunya akan
menganggu stabilitas kerja pada pegawai yang ada disetiap bidang atau sekretariat di
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Namun dalam prakteknya, penggunaan
peralatan kantor serta sarana dan prasarana kantor di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan efisien dan efektif sesuai
dengan peruntukkannya masing-masing.

Disamping itu berdasarkan observasi yang dilakukan sewaktu penelitian di
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berkenaan dengan ketepatan dalam
menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam bekerja, didapati hasilnya
bahwasannya mengenai ketepatan dalam menggunakan sarana dan prasarana kantor
dalam bekerja, memang benar adanya hal ini disebabkan dengan pemanfaatan sarana
dan prasarana kantor yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang
lebih efisien dan efektif tentunya akan berdampak positif pada pelaksanaan pekerjaan
yang dilakukan pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sehingga hasil
kerja dari para pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tersebut benar-
benar terlaksana dengan baik dan benar dan bukan merupakan suatu gugur kewajiban
semata.

Dari hasil observasi tersebut di atas, maka dapat dianalisis berkenaan dengan
ketepatan dalam menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam bekerja di Dinas

Pendidikan Provinsi Kepulanan Riau tersebut memang benar adanya dan hal tersebut
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akan berdgmpak positif terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh setiap
pegawai baik di bidang mauvpun di sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah Suatu proses yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
kinerja pegawai dengan cara memiliki kemampuan dalam mencari alternatif tata kerja
lain yang memungkinkan pekerjaan dapat di selesaikan lebih cepat dan mempunyai
kemauan kerja yang keras tanpa paksaaan/tekanan dari pimpinan dalam menjalankan
pekerjaan di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dapat dilihat
dari indikator sebagai berikut
a. Kemampuan pegawai dalam mencari alternatif tata kerja lain yang

memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat.

Merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh pegawai di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan kinerjanya dengan
cara mencari alternatif tata kerja lain yang memungkinkan pekerjaan dapat
diselesaikan lebih cepat di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan
hasil wawancara dengan masing-masing informan mengenai kemampuan pegawai
dalam mencari alternatif tata kerja lain yang memungkinkan pekerjaan dapat
diselesaikan lebih cepat. Diawali dari hasil pernyataan yang diberikan oleh Sekretaris
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau hasilnya sebagai berikaut :

“Terus terang saya katakan bahwasannya, di dalam menjalankan

pekerjaan pegawai disetiap bidang atau sekretariat mereka masing-masing
mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sehingga dalam mencari
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alternatif lain hal itu tidak dimungkinkan karena menyangkut dengan
tugas dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan gubernur”. (Rabu, 05
April 2017).

Kemudian hal senada juga di ungkapkan oleh Staff PTT Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau mengenai kemampuan pegawai dalam mencari alternatif tata kerja
lain yang memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat hasilnya sebagai
berikut:
“Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan lebih cepat saat ini belum bisa
dilakukan oleh sebagian pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau, karena mereka mempunyai bagian kerja masing-masing
dan jika ada salah satu pihak mengerjakan pekerjaan pihak lain maka
selain dikhawatirkan akan menimbulkan konflik internal bal itu juga
dikhawatirkan akan membuat pekerjaan menjadi menumpuk di satu
bidang tertentu™. (Senin, 17 April 2017).
Selain itu berdasarkan wawancara dengan Staff PTT Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau mengenai kemampuan pegawai dalam mencari alternatif tata kerja
lain yang memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat, adapun hasilnya
sebagai berikut :
“Dalam mencari alternatif tata kerja lain di dinas pendidikan ini sangat
riskan, karena jika salah dalam menjalankan pekerjaan yang semestinya
tidak dikerjakan oleh bidang tertentu akan berdampak pada kinerja

pegawai itu sendiri. Oleh karena itu tupoksi harus benar-benar di lakukan
dengan sebenar-benarnya”. (Senin, 17 April 2017).

Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada Staff THL Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulanan Riau mengenai kemampuan pegawai dalam mencari
alternatif tata kerja lain yang memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan lebih

cepat, maka diperoleh hasilnya sebagai berikut :
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“Berkenaan dengan kemampuan pegawai dalam mencari alternatif tata
kerja lain yang memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat
memang penting namun hal itu sebaiknya tidak dilakukan di dinas
pendidikan apalagi menyangkut dengan masalah anggaran karena
anggaran satu bidang dengan bidang lainnya berbeda”. (Senin, 17 April
2017).

Disamping itu dengan pertanyaan yang sama peneliti melakukan wawancara dengan
Staff THL Dinas Pendidikan Provinsi Kepulawan Riau mengenai kemampuan
pegawai dalam mencari alternatif tata kerja lain yang memungkinkan pekerjaan dapat
diselesaikan lebih cepat, maka hasilnya sebagai berikut :
“Belum ada pegawai antara satu bidang. dengan bidang lainnya yang
melakukan atau mencari alternatif tata kerja lain dalam menjalankan
pekerjaan masing-masing. Hal ini dikarenakan belum tumbuhaya inovasi
pengembangan kerja di setiap pegawai. Bahkan lebih banyak berperilaku
preventif mencegah terjadinya disharmonisasi dalam bekerja di masing-
masing bidang”. (Senin, 17 April 2017).

Peneliti dapat menganalisis dari hasil wawancara dengan masing-masing
informan mengenai kemampuan pegawai dalam mencari alternatif tata kerja lain yang
memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat hasilnya, hampir
keseluruhan informan menyatakan tidak ada pegawai antara satu bidang dengan
bidang lainnya yang mampu mencari alternatif tata kerja lain yang memmungkinkan
pekerjaan dapat diselesatkan lebih cepat. Selain dikhawatirkan terjadinya
ketidakharmonisan hubungan kerja serta penyalahguraan wewenang, juga
dikhawatirkan akan menimbulkan konflik internal organisasi yang disebabkan oleh

adanya indikasi kecemburuan sosial akibat pekerjaan rekan sejawat yang dikerjakan

oleh salah satu pihak tanpa pemberitabuan sebelumnya. Hal itu semua akan
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berdampak negatif bagi keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuan serta visi
dan misi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
Disamping itu juga dilakukan wawancara dengan Informan Kunci (Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya sebagai berikut:
“Berkenaan dengan kemampuan pegawai dalam mencari alternatif tata
kerja fain yang memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat,
hal itu sebenamya bisa saja dilakukan namun disebabkan ada beberapa
hal yang bersifat teknis yang harus dilakukan oleh sebagian besar
pegawai pada bidang tertentu maka hal itu dikhawatirkan akan
menimbulkan masalah atau dampak negatif bagi operasional dinas
pendidikan ini dan hal itu lah yang menyebabkan mencari alternatif tata
kerja lain tidak di mungkinkan dilakukan di sini”, (Senin, 10 April 2017).
Jawaban Informan Kunci (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau) dapat dianalisis bahwa kemampuan pegawai dalam mencari alternatif tata kerja
lain yang memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat tersebut memang
belum bisa dilakukan. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya adanya
kekhawatiran terjadinya kesalahpahaman antar pegawai bidang pelayanan disebabkan
adanya campur tangan salah satu pihak yang mengerjakan pekerjaan pihak lain tanpa
memberi tahu terlebth dahulu sehingga berpengaruh terhadap kinerja pegawai
lainnya. Selain itu adanya kekhawatiran terjadinya penyalabhgunaan wewenang serta
tumpang tindihnya pekerjaan yang dilakukan tanpa memperhatikan atau bertanya
terlebih dahulu mengenai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan hal-hal itu lah yang

menyebabkan pegawai antara satu bidang dengan bidang lainnya tidak mau

mengambil resiko di dalam bekerja dengan mencari alternatif tata kerja lain fersebut.
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Disamping itu berdasarkan observasi yang dilakukan sewaktu penelitian di
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Rian berkenaan dengan kemampuan pegawai
dalam mencari alternatif tfata kerja lain yang memungkinkan pekerjaan dapat
diselesaikan lebih cepat, didapati hasilnya, bahwasannya mengenai kemampuan
pegawai dalam mencari alternatif tata kerja lain yang memungkinkan pekerjaan dapat
~ diselesaikan Jebih cepat, memang belum bisa dilaksanakan oleh sebagian besar
pegawgi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Selain hal itu disebabkan oleh
karena adanya kekhawatiran terjadinya kesalahan secara teknis apalagi menyangkut
anggaran pada bidang tertentu, karena berdampak pada pertanggungjawaban yang
sewaktu-waktu dapat dilakukan audit hal itu juga menyebabkan adanya konflik
internal akibat kecemburuan sosial dalam bekerja karena adanya pihak yang tidak
menghargai atau meminta izin terlebih dahulu sebelum menjalankan pekerjaan yang
dilakukan oleh rekan sejawat di bidang tertentu di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau.

Dari hasil observasi tersebut diatas maka dapat dianalisis berkenaan dengan
kemampuan pegawai dalam mencari alternatif tata kerja lain yang memungkinkan
pekerjaan dapat diselesaikan lebik cepat di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau tersebut memang belum dapat dilakukan secara optimal selain disebabkan
adanya kode etik dalam bekerja serta masing-masing pegawai harus menjalankan
tugas dan fungsinya masing-masing hal tersebut juga terganjal adanya kekhawatiran

terjadinya kesalahan secara teknis serta kekhawatiran adanya disintegrasi organisasi
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akibat konflik antar pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Rian berkenaan
dengan adanya pihak yang mengambil alternatif tata kerja lain tersebut.
b. Mempunyai kemauvan Kkerja yang keras tanpa paksaan/tekanan dari
pimpinan.
Merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh pegawai Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan kinerjanya dengan rasa ikhlas
dan tanpa paksaan atau tekanan dari pimpinan sehingga pekerjaan yang dilakukan
pun akan terasa menyenangkan dan tentunya tercapai tujuan dan sasaran organisasi
secara efisien dan efektif. Hasil wawancara dilakukan di setiap masing-masing
informan mengenai mempunyai kemauan ketja yang keras tanpa paksaan/tekanan
dari pimpinan..
Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh Sekretaris
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau mengenai mempunyai kemauan kerja
yang keras tanpa paksaan/ tekanan dari pimpinan didapati hasilnya sebagai berikut :
“Kemauan kega yang keras tanpa paksaan/ickanan dari pimpinan
merupakan bagian dari kinerja pegawai. Karena jika pegawal mempunyai
kemauvan kerja dan tanpa paksaan dari pimpinan secara terus menerus
maka kinerja pegawai yang ada akan meningkat dan sebaliknya jika
pegawai tersebut terlalu dipaksa dan ditekan di dalam menjalankan
pekerjaan maka pegawai tersebut, berdampak pada menurunnya kinerja”.
(Rabu, 05 April 2017).

Kemudian hal senada juga di ungkapkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas

Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai mempunyai kemauan kerja yang

keras tanpa paksaan/ tekanan dari pimpinan hasﬂnya sebagai berikut:
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“Sepengetahuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan ini sudah bisa
dikatakan berjalan dengan baik, karena mereka mempunyal kemauan
kerja yang keras serta tidak ada paksaan dari pimpinan yang bersifat
memaksa sehingga mereka di dalam bekerja selalu on time lah”. (Kamis,
06 April 2017).
Selain itu berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan
Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai mempunyai kemauan
kerja yang keras tanpa paksaan/ tekanan dari pimpinan, adapun hasiluya sebagai
berikut
“Sifat pegawai untuk mau bekerja keras tanpa ada paksaanftekanan dari
pimpinan akan berdampak pada kinerja pegawai di dinas ini. Khususnya
bidang pendidikan menengah dan tinggi yang mana pegawai merasa di
berikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dar kemampuan
mereka dalam bekerja”. (Kamis, 06 April 2017).
Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada Kepala Bidang Pendidikan
Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai
mempunyai kemauan kerja yang keras tanpa paksaan/ tekanan dari pimpinan, maka
diperoleh hasilnya sebagai berikut :
“Pandangan tersebut memang perlu dilakukan oleh seluruh pegawai yang
bekerja di Disdik Provinsi Kepulauan Riaun, sehingga pegawai yang
bersangkutan terutama dalam mengerjakan pekerjaan berkaitan dengan
_bidang pendidikan non formal dan informal dapat berjalan dengan baik

sesuai dengan tujuan dan rencara yang di harapkan”. (Kamis, 06 April
2017},

Disamping itu dengan pertanyaan yang sama peneliti melakukan wawancara dengan
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau mengenai mempunyal kemauan kerja yang keras tanpa paksaan/ tekanan dari

pimpinan, maka hasilnya sebagai berikut :
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“Pegawai mempunyai kemauan kerja keras tanpa paksaan/tekanan dari
pimpinan tersebut memang merupakan baglan dari kinerja pegawai,
karena dengan hal tersebut maka pegawai dapat mengeksplorasi
kemampuan mereka schingga mereka dapat berinovasi dan juga berkreasi
dalam menjalankan pekerjaan di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau”. (Jumat, 07 April 2017).

Hasil wawancara dengan masing-masiﬁg informan mengenai mempunyai
kemauan kerja yang keras tanpa paksaan/tekanan dari pimpinan, dapat dianalisa
bahwa: hasilnya hampir keseluruhan informan menyatakan ada kemauan kerja keras
tanpa paksaan/tekanan dari pimpinan pada pegawai bidang pelayanan Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulanan Riaun. Karena pegawai yang bekerja sudah
menjalankan pekerjaan berdasarkan kemauan kerja keras tanpa paksaan/tekanan dari
pimpinan, sehingga di dalam proses menjalankan pekerjaan terutama dalam
menjalankan pekerjaan yang ada dapat berjalan efisien dan efektif sesuai dengan
rencana dan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Adanya kemauan kerja keras tanpa paksaan/tekanan dari pimpinan
dikarenakan adanya koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan terutama atasan
di dalam memberikan beban kerja kepada pegawai sesuai dengan bidang dan proporsi
masing-masing pegawai dan hal ini akan meringankan beban kerja masing-masing
pegawai serta pegawai merasa di hargai baik hasil kerjannya maupun keberadaannya
sehingga pegawai tersebu-t di dalam menjalankan pekerjaaan tidak ménggunakan
prinsip gugur kewajiban atau bekerja separuh hati yang mana di khawatirkan akan

menghambat jalannya proses menjalankan pekerjaan di Dinas Pendidikan Provinsi

Kepulauan Riau.
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Disamping itu juga dilakukan wawancara dengan Informan Kunci (Kepala

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya sebagai berikut:
“Adanya persetujean pimpinan tentang adanya pegawai yang mempunyai
kt.emauan kerja yang keras tanpa paksaan/tekanan. Karena selama ini
pimpinan hanya menjalankan dan mengintruksikan pegawai yang ada
bekerja sesual dengan tupoksi dan aturan yang ada. Dapat dimaklumi,
bahwa sekarang zaman sudah berkembang pola pikir pegawai pun juga
ikut berkembang dalam arti pegawai yang ada dituntut untuk menjalankan
fungsi pemerintahan yang baik dan bersih., Serta mengikuti paradigma
- pemerintahan yang baru dalam memberikan pelayanan publik. Mereka
tidak perlu dipaksa atau di intervensi secara berkelanjutan, karena mereka
sudah paham dan mengerti tupoksi mereka masing-masing dan jika tidak
menjalankan tupoksi yang ada dengan baik maka hal tersebut akan
berdampak negatif bukan hanya bagi organisasi di Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau ini melainkan juga bagi oknum pegawai yang

bersangkutan saya kira seperti itu”. (Seain, 10 April 2017).

Selanjutnya peneliti menganalisis jawaban Informan Kunci (Kepala Dinas
" Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau) yang menyatakan bahwa memang pegawai
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauvan Riau mempunyai kemauan kerja yang keras
tanpa paksaan/tekanan dari pimpinan memang benar adanya karena hal tersebut
merupakan bagian dari kinerja karena pegawai yang bekerja di Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau terutama dalam proses menjalankan pekerjaan sesuai
dengan bidang kerja dan tugas serta fungsinya dapat berjalan dengan efisien dan
efektif, karena pegawai diharapkan di dalam menjalackan pekerjaannya tidak sekedar
gugur kewajiban melainkan benar-benar dari kemauan ,pribaﬂi serta d: dorong dengan
adanya peraturan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai seorang

pegawai karena pegawai tersebut sadar akan hak dan kewajibannya sebagai aparatur

pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan secara masksimal.
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Disamping itu berdasarkan observasi yang dilakukan sewaktu penelitian di
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berkenaan dengan mempunyai kemauan
kerja yang keras tanpa paksaan/ tekanan dari pimpinan, didapati hasilnya
bahwasannya mengenai mempun).«rai kemauan kerja yang keras tanpa paksaan/tekanan
dari pimpiﬁan, ternyata merupakan bagian dari kinerja pegawai di Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauvan Riau terutama dalam memberikan pelayanan kepada publik yang
berhak menerimanya. Karena dengan adanya pegawai yang mempunyai kemauan
kerja yang keras tanpa paksaan/tekanan dari pimpinan maka pegawai yang
bersangkutan akan lebih fleksibel dan tentunya bekerja secara efisien dan efektif
kettmbang pegawai yang bekerja di bawah tekanan atau paksaaan dari seorang
pimpinan yang cenderung mempengaruhi kinerja pegawai kearah yang lebih negatif
dan bersifat sementara dalam arti pegawai akan bekerja jika mereka diawasi oleh
pimpinan dan mereka tidak bekerja dengan optimal apabila pimpinan tidak ada di
tempat, namun untuk pegawai yang bekerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Rian ini/khususnya pada bidang pelayanan rata-rata mereka semua dapat menjalankan
tugasnya sesuai dengan bidang kerja masing-masing sehingga proses pelayanan
terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya
terutama dalam menjalankan pekg'lj'aan sesuai bidang kerja masing-masing.

Dari hasil observasi tersebut diatas maka dapat dianalisis berkenaan dengan
mempunyai kemauan kerja yang keras tanpa paksaan/ tekanan dari pimpinan di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Rian memang merupakan bagian dari kinerja

pegawai dimana jika ada fleksibelitas dalam hal pengerjaan pelayanan publik yang
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I_Jerdampak positif, pegawai yang bersangkutan dan juga instansi terkait maka hal itu
tentu saja akan memberikan rasa percaya diri bagi pegawai sehingga pegawai tersebut
dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas dan fuﬂgsi masing-masing dan
tanpa adanya rasa gugur kewajiban dalam menjalan pekerjaan sehari-hari.

- 4, Kemampuan

Kemampuan adalah suvatu proses yang dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan kinerja pegawai melalui tingkat kecakapan pegawai dan tingkat
kemampuan menyelesaikan masalah dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan
tugas dan fungsi pada bidang atau sekretariat di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau. Upaya tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

a. Tingkat kecakapan pegawai dalam menjalankan pekerjaan di setiap bidang
Kkerja.

Merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh pegawai Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulavan Riau dalam rangka meningkatkan kinerjanya dengan
meningkatkan kecakapan dalam bekerja sehingga pekerjaan yang dilakukan pun akan
terasa menyenangkan dan tentunya tercapai tujuan dan sasaran organisasi secara
efisien dan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing informan
mengenai mempunyai tingkat kecakapan pegawai dalam menjalankan pekerjaan di
setiap. bidang kerja di dapati hasilnya yang merupakan tanggapan atau jawaban
diberikan oleh Kepala Sub Bidang Pendidikan Dasar SD dan SMP Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Rian mengenai tingkat kecakapan pegawai dalam menjalankan

pekerjaan di setiap bidang kerja didapati hasilnya sebagai berikut :
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“Berkaitan dengan hal ini, tentu saja penting dan bisa merupakan bagian
dari kinerja pegawai terutama dalam menjalankan pekerjaan sesuai
dengan bidang masing-masingkarera dengan adanya dukungan dari
pegawai yang cakap maka pekerjaan pun akan lebih cepat terselesaikan
sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan™. (Selasa, 11 April 2017).
Kemudian hal serada juga di ungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Pendidikan
Menengah SMA dan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai
tingkat kecakapan pegawai dalam menjalankan pekerjaan di setiap bidang kerja
hasilnya sebagai berikut:
“Tingkat kecakapan pegawai di dinas pendidikan ini memang sangat di
perlukan oleh semua pegawai yang ada terutama dalam menangani
masalah pekerjaan yang bersifat teknis disetiap bidang kerja karena jika

pegawai tidak cakap maka akan menimbulkan masalah dan berdampak
pada kinerja mereka sendiri”. (Selasa, 11 April 2017).

Selain itu berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendidikan Non
Formal Dinas Pendidikan Provinsi Kepulanan Rian mengenai tingkat kecakapan
pegawai dalam menjalankan pekerjaan di setiap bidang kerja, adapun hasilnya
sebagai berikut :
“Pegawal di setiap bidang Disdik Kepulauan Riau ini sudah cakap dalam
menajalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,
sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat dan tidak
ada penundaan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut”. (Selasa, 11
April 2017).
Kemudian dengan pcrtanyazin. yang sama diajukan 'kepada Staff PNS Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai tingkat kecal_capan pegawai dalam

menjalankan pekerjaan di setiap bidang kerja, maka diperoleh hasilnya sebagai

berikut ;
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“Adanya pegawai yang cakap maka kinerja mereka pun akan lebih baik
dan optimal namun jika pegawai tidak cakap maka kinerja mereka pun
akan memurun, apalagi ini masalab pelayanan publik tentunya sangat
sensitif sehingga diperlukan adanya kecakapan pegawailah dalam
menangani masalah ini dengan baik”. (Kamis, 13 April 2017).
Disamping itu dengan pertanyaan yang sama peneliti melakukan wawancara dengan
Staff PNS Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai tingkat kecakapan
pegawai dalam menjalankan pekerjaan di setiap bidang kerja, maka hasilnya sebagai
berikut
“Dengan tingkat kecakapan pegawai yang dimiliki oleh pegawai yang
bekerja di bidang pelayanan tersebut maka pelayanan publik akan lebih
mudah dan tepat sasaran karena pegawai cakap menanggapi isu yang
berkembang serta mengurangi kesalahan dalam proses pelayanan publik
di Disdik Kepri ini”. (Kamis, 13 April 2017).

Selanjutnya dapat dianalisis dari hasil wawancara dengan masing-masing
informan mengenai tingkat kecakapan pegawai dalam menjalankan pekerjaan di
setiap bidang kerja hasilnya hampir keseluruhan informan menyatakan pegawai Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tingkat kecakapan yang baik, karena
pegawai yang bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulanan Riau pada umumnya
mempunyai atau memiliki tingkat kecakapan yang baik di dalam menjalankan
pekerjaan terutama dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi
pada bidang pekerjaan yang ada.

Pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, jika tidak didukung
dengan pegawai yang cekatan dan memiliki kecakapan, baik kecakapan didalam

melakukan komunikasi anatar sesama pegawai atau pegawai dengan pimpinan, maka

tidak mustahil pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan akan mengalami kendala yang
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mampu mengganggu stabilitas organisasi di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau, namun jika pegawai mempunyai tingkat kecakapan yang baik dalam segala
bidang tentunya yang berdampak positif maka hal tersebut juga akan membuat
kinerja pegawai dalam menjalankan pekerjaan di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau dapat berjalan lancar sesuai dergan rencana dan tujuan yang ada
sebelumnya.

Disamping itu juga dilaknkan wawancara dengan Informan Kunci (Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya sebagai berikut:

“Tingkat kecakapan pegawai sangat di perlukan karena hal tersebut bisa
di jadikan penilaian kinerja seorang pegawai apakah pegawai tersebut
mampu dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya sesuai dengan bidang
kerjanya atau justru pegawai tersebut mengalami permasalahan dengan
bidang kerjanya saat ini atau dengan kata lain sebagai tolok ukur dari
kenerja pegawat yang bersangkutan, kecakapan disini memiliki beberpa
pengertian mulai dari kecakapan berkomunikasi/interaksi, kecakapan
menjalankan tupoksi masing-masing pegawai dan kecakapan lainnya
yang berujung kepada tindakan yang positif sehingga pegawai Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau sebagai objek mampu menjalankan
amanah pekerjaan yang di berikan”. (Senin, 10 April 2017).

Selanjutnya dapat dianalisis jawaban Informan Kunci (Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang menyatakan bahwa memang pegawai
bidang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang mengenai tingkat
kecakapan pegawai dalam ménjalankan pekerjaan di setiap bidang kerja benar
adanya, karena hal tersebut merupakan bagian dari kinerja karena pegawai yang
beket;ia di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau rata-rata telah mempunyai
kecakapan di dalam menjalankan pekerjaan dan juga berkomunikasi atau berinteraksi

baik sesame pegawai maupun pegawai dengan pimpinan sebagai objek dan
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pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
Disamping itu berdasarkan observasi yang dilakukan sewakiu penelitian di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauar Riau berkenaan dengan tingkat kecakapan pegawai
dalam menjalankan pekerjaan di setiap bidang kerja, didapati hasilnya, bahwasannya
mengenai tingkat kecakapan pegawai dalam menjalankan peketjaan di setiap bidang
kerja memang merupakan bagian dari kinerja pegawai hal ini di karenakan pegawai
di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau dapat dikatakan mempunyai kecakapan
yang baik mulai dari kecakapan melakukan komunikasi atau interaksi sebagai salah
satu faktor penunjang dalam menjalankan pekerjaan, karena pekerjaan melayani
publik tersebut berhubungan langsung dengan individu atau sekelompok orang

Selain itu kecakapan pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
dalam menggunakan sarana dan prasarana pendukung lamnya seperti komputer,
peralatan tulis kantor dan peralatan yang menunjang pelayanan administratif lainnya,
karena jika pegawai telah memiliki kecakapan baik secara internal maupun eksternal
maka hal tersebut juga akan berdampak pada kinerja mereka masing-masing atau
dengan kata lain dengan adanya dukungan pegawai yang cekap dalam menjalankan
suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dapat di kerjakan dengan cepat dan tepat dan
sebaliknya jika pegawai yang bekerja tidak mempunyai kecakapan!tidak cekap inéka
pekerjaan yang di kerjakan kurang maksimal dan cenderung mengalami kesalahan
baik secara teknis maupun non teknis. |

Dari hasil observasi tersebut diatas maka dapat dianalisis berkenaan dengan

tingkat kecakapan pegawai dalam menjalankan pekerjaan di setiap bidang kerja di
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Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tersebut memang merupakan bagian dari
kinerja pegawai karena dengan kecakapan pegawai yang bersangkutan maka
pelayanan dapat berjalan dengan efisien dan efektif dimana kecakapan dalam arti baik
secara teknis maupun non teknis dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau.

b. Tingkat kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan

efektif,

Merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh pegawai bidang Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan kinerjanya dengan
meningkatkan kemampuan pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau
dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga pekerjaan yang dilakukan pun akan terasa
menyenangkan dan tentunya tercapai tujuan dan sasaran organisasi secara efisien dan
efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing informan mengenai
mempunyai tingkat kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan
efektif.

Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban yang diberikan oleh Sekretaris
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai tingkat kemampuan pegawai
menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif didapati hasilnya sebagai berikut :

“Menurut saya pegawai di setiap bidang‘ di dinas ini rata-rata bisa
dikatakan memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan di

masing-masing bidang kerjanya karena mereka sudah terbiasa dengan
pekerjaan tersebut”. (Rabu, 05 April 2017).
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Kemudian hal senada juga diungkapkan oleh Staff PTT Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau mengenai tingkat kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan
secara efisien dan efektif hasilnya sebagai berikut;

“Mengenai tingkat kemampuan menyelesaikan pekerjaan di masing-
masing bidang atau sekretariat sudah cukup mampu, karena selama ini’
belum ditemukan ada masalah dalam proses menjalankan pekerjaan yang
ada, kalaupun ada maka akan segera dilakukan koreksi guna
penyempurnaan sesuai dengan data dan fakta yang ada”. (Senin, 17 April
2017).

Selain itu berdasarkan wawancara dengan Staff PTT Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Rian mengenai tingkat kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan
secara efisien dan efektif, adapun hasilnya sebagai berikut :
“Pegawai di dinas pendidikan saat i sudah banyak mengalami
perubahan kearah yang lebih baik karena mereka mampu memecahkan
masalah jika terjadi perselisihan paham baik antara sesama pegawai
dalam satu bidang ataupun dengan bidang lainnya di dinas pendidikan
provinsi kepulauan riau ini”. (Senin, 17 April 2017).
Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada Staff THL Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulanan Riau mengenai tingkat kemampuan pegawai
menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif, maka diperoleh hasilnya sebagai
berkut :
“Selama ini pegawai di semua bidang hampir semuanya dapat menangani
masalah pekerjaan yang ada di bidang masing-masing dan kalaupun
permasalahan pekerjaan tersebut menyangkut dengan bidang lain maka
akan dilakukan koordinasi antar bidang dalam menyelesaikannya”.
(Senin, 17 April 2017).

Disamping itu dengan pertanyaan yang sama peneliti melakukan wawancara dengan

Staff THL Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau mengenai tingkat kemampuan
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pegawai menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif, maka hasilnya sebagai
berikut:
“Mengenai tingkat kemampuan menyelesaikan peketjaan saya kira
pegawai yang bekerja di berbagai bidang di dinas ini telah mampu
menyelesatkannya secara professional karena secara umum setiap .

pegawai sudah tahu peranan dan tugas serta fungsinya masing-masing”,
(Senin, 17 April 2017).

Selanjutnya dapat dianalisis dari hasil wawancara dengan masing-masing
informan mengenai tingkat kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan secara
efisien dan efektif hasilnya hampir keseluruhan informan menyatakan pegawai Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kemampuan yang baik pegawai yang
bekerja di bidang satu dengan bidang lainnya mempunyai atau memiliki tingkat
kemampuan menyelesaikan masalah terutama pegawai yang bekerja baik secara
administrasi maupun dalam praktiknya dan hal ini terlihat dari teratur dan lancar
jalannya pekerjaan yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavar Riau.
Disamping itu juga dilakukan wawancara dengan Informan Kunci (Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya sebagai berikut:

“Berkenaan dengan hal tersebut, memang benar adanya, karena jika di
dalam menjalankan suatu oraganisasi atau pekerjaan dan apalagi
berhubungan dengan pihak ketiga adalah suatn hal yang cukup riskan atau
sensitif sehingga harus di minimalisir terjadinya konflik antar pegawai di
kantor ini, karena jika sesama pegawai saja sudah tidak akur atau terjadi
perselisihan paham maka bagaimana di dalam menyelesaikan pekerjaan
di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau apalagi hal tersebut harus
dilakukan profesional walaupun pegawai yang bersangkutan ada masalah

pribadi atan dengan rekan sekantor sehingga pekerjaan ini tepat sasaran
dan lancar”. (Senin, 10 April 2017).
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Selanjutnya dapat dianalisis jawaban Informan Kunci (Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulanan Riau yang menyatakan bahwa berkaitan tingkat
kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif benar
adanya, karena hal tersebut merupakan bagian dari kinerja karena pegawai yang
bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau perlu meminimalisir terjadinya
konflik antara pegawai dengan masyarakat maupun sesama pegawai. Selain itu pula —
pegawai harus dapat bersikap sopan dan santun serta bekerja secara profesional dalam
menjalankan pekerjaan di setiap bidang yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau. Sehingga hasil pekerjaan yang ditunjang dengan kinerja pegawai
yang maksimal dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa mengalami kendala yang
dapat membuat stabilitas tidak terganggu.

Disamping itu berdasarkan observasi yang dilakukan sewaktu penelitian di
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berkenaan dengan tingkat kemampuan
pegawai menyelesaikan pekegjaan secara efisien dan efektif, didapati hasilnya
bahwasannya mengenai tingkat kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan secara
efisien dan efektif memang benar adanya karena pegawai yang bekerja di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau terutama yang harus mempunyai disiplin kerja
yang tinggi serta profesionalitas di dalam menjalankan pekerjaan, sehingga mereka
dapat menangani masalah yang berkaitan dengan pekerjaan disetiap bidang kerjanya
masimg—mhéing tersebut mulai dari permasalahan administrasi maupun dari segi
teknisnya schingga pegawai didalam menjalankan pekerjaan tersebut bisa merasakan

benar-benar disesuaikan dengan sasaran kerja yang diharapkan.
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Dari hasil observasi tersebut diatas maka dapat dianalisis berkenaan dengan
tingkat kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif
tersebut memang merupakan bagian dari kinerja pegawai karena dengan adanya
tanggapan atau respon yang cepat dan tepat mengenai menjalankan pekerjaan yang
baik dan benar ha! itu akan memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai
yang bersangkutan dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing sehingga
pelayanan prima pun akan tercapai dengan sendirinya.

5. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses yang dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan kinerja pegawai dengan cara melaksanakan komunikasi antara pegawai
dengan pegawai lainnya di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan
komunikasi antara pegawai dengan pimpinan di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau. Upaya tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut :

a. Adanya komunikasi antara pegawai dengan pegawai lainnya di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh pegawai Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan kinerjanya dengan cara
melakukan komunikasi antara sesama pegawai baik secara internal maupun eksternal
sehingga visi, misi dan rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
dapat terlaksana dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing informan mengenai

mempunyai adanya komunikasi antara pegawai dengan pegawai lainnya di Dinas



|
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Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Berikut ini merupakan tanggapan atau jawaban
yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulanan Riau mengenai
adanya komunikasi antara pegawai dengan pegawai lainnya di Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau didapati hasilnya sebagai berikut
“Karena di dalam menjalankan pekerjaan terkadang ada pekerjaan yang
bersifat lintas bidang dan hal ita harus bekerjasama agar cepat dan tepat
tentunya diperlukan komunikasi antara pegawai yang satu dengan yang
lain dan hal itu telah di lakukan oleh hampir seluruh pegawai yang
bekerja di dinas ini”. (Rabu, 05 April 2017).
Kemnudian hal senada juga di ungkapkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau mengenai adanya komunikasi antara pegawai
dengan pegawai laimmya di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau hasilnya
sebagai berikut:
“Peran komunikasi sangat penting, karena jika tidak ada komunikasi
sesama pegawai saya rasa dalam menyelesaikan pekerjaan ini tidak
selancar saat ini, dan mungkin akan mengalami beberapa masalah yang
dapat menghambat penyelesaian pekerjaan™. (Kamis, 06 April 2017).
Selain itu berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan
Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau mengenai adanya komunikasi
antara pegawai dengan pegawai lainnya di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau, adapun hasilnya sebagal berikut :
“Menurut sepengetahuan saya, pegawai di bidang ini dapat di katakan
mempunyai kerjasama yang baik dengan bidang lain dan juga sekretariat
dalam memberikan pelayanan kepada saya dan warga masyarakat lain

hal ini di karenakan mereka saling berkomunikasi dengan baik tanpa ada
yang menyinggung satu sama lain mungkin”. (Kamis, 06 April 2017).
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Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada Kepala Bidang Pendidikan
Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai
adanya komunikasi antara pegawai dengan pegawai lainnya di Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau, maka diperoleh hasilnya sebagai berikut :
“Pegawai yang bekerja di bidang yang saya pimpin ini selalu saling
berkomunikasi antara satn dengan yang lain sehingga terciptalah
kerjasama yang baik dan menghasilkan kinerja pegawai yang baik juga
sehingga pelayanan terhadap publik/masyarakat pun dapat beljalan
lancar”, (Kamis, 06 April 2017).
Disamping itu dengan pertanyaan yang sama peneliti melakukan wawancara dengan
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau mengenai adanya komunikasi antara pegawai dengan pegawai lainnya di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, maka hasilnya sebagai berikut :
“Berkaitan dengan adanya komunikasi antar pegawai dalam menjalankan
pekerjaan tersebut berjalan efektif, karena di samping sebagai upaya
koordinasi hal itu juga sebagai salah satu cara berinteraksi yang baik antar
sesama pepawai sehingga dapat memberikan semangat kea di dinas
pendidikan ini”. (Kamis, 06 April 2017).

Selanjuinya dapat dianalisis dari hasil wawancara dengan masing-masing
informan mengenai adanya komunikasi antara pegawai dengan pegawai lainnya di
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau, hasilnya hampir keseluruhan informan
menyatakan pegawai sudah melakukan komunikasi yang baik antara pegawai bidang
pelayanan dengan pegawai bidang lainnya, karena pegawai yang bekerja di bidang
pelayanan tersebut telah dapat melakukan komunikasi dengan baik maka pegawai

dapat saling mengerti dan memahami satu sama lain. Di dalam menjalankan

pekerjaan pun akan terasa ringan serta mereka dapat meningkatkan kinerja dengan
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wujud nyatanya menjalankan pekerjaan secara tepat dan cepat. Di samping ita juga

dilakukan wawancara dengan Informan Kunci (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya sebagai berikut:
“Dengan adanya komunikasi antara pegawai yang satu dengan pegawai
yang lainnya dalam menjalankan pekerjaan merupakan bagian dari
kinerja pegawai. Di mana kinerja pegawai tersebut bisa terbangun dari
beberapa faktor diantaranya adalah komunikasi yang baik antar
pegawai, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun
juga maksimal seiring dengan tugas dan fungsi pegawai yang semakin
banyak, selain itu dengan adanya komunikasi maka pegawai dapat
saling mengerti dan memahami serta dapat meringankan tugas dan
beban kerja masing-masing sesuai dengan juklak dan juknis yang ada”.
(Senin, 10 April 2017).

Selanjutnya dapat diapalisis jawaban Informan Kunci (Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau) yang menyatakan bahwa memang pegawai
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau benar adanya karena hal tersebut
merupakan bagian dari kinerja pegawai yang ada, terutama dalam menjalankan
pekerjaan di masing-masing bidang hal ini disebabkan dengan adanya komunikasi
yang berjalan secara lancar dan baik antara pegawai yang satu dengan pegawai yang
lain dan akan berdampak positif pada kinerja pegawai dalam hal menjalankan
pekerjaan khususnya.

Disamping itu berdasarkan observasi yang dilakukan sewaktu penelitian di
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau berkenaan dengan adanya komunikasi
antara pegawai dengan pegawai lainnya bahwasannya adanya komunikasi antara

pegawai dengan pegawai lainnya di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

memang benar adanya khususnya bagi pegawai yang menjalankan pekerjaan secara
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lintas bidang. Misalkan pekerjaan pada bidang pendidikan dasar memerlukan staff
yang cukup banyak dalam peenyelesaiannya sehingga menggunakan staff pada
bidang pendidikan menengah dan tinggi, oleh karena ifu komunikasi baik secara
vertikal maupun horizontal harus tetap dijaga dan dilaksanakan baik dalam proses
menjalankan pekerjaan tersebut tentunya selain itu komunikasi yang dilakukan antara
pegawai yang satu dengan_iéinnya juga berdampak pada sikap pegaﬁ yang semakin
sopan dan santun. Sehingga di dalam mengerjakan pekerjaan pun mereka mempunyai
nilai profesionalitas yang tinggi dan menyebabkan hasil pekerjaan dapat berjalan
secara efisien dan efektif sebagaimana rencana dan tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.

Dari hasil observasi tersebut di atas maka dapat dianalisis berkenaan dengan
adanya komunikasi antara pegawai dengan pegawai lainnya di Dinas Pendidikan
Prov_insi Kepulanan Riau tersebut memang merupakan bagian dari kinetja pegawai
karena dengan melakukan komunikasi maka akan mudah tercapai suatu tujuan yang
positif tentunya baik komunikasi yang bersifat vertikal ataupun horizontal karena jika
tidak melakukan komunikasi maka maksud dan tujuan dalam menjalankan pekerjaan
tidak akan terlaksana dengan baik dan berdampak pada kinerja pegawai di masing-
masing bidang di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
b. Adanya komunikasi antara pegawaii dengan pimpinan di Dinas Pendidikan

Provinsi Kepulauan Riau.
Merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh pegawai Dinas Pendidikan

Provinsi Kepulavan Riau dalam rangka meningkatkan kinerjanya dengan cara
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melakukan komunikasi secara persuasif antara pegawai dengan pimpinan sehingga
visi, misi dan rencana strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dapat
terlaksana dengan semestinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing
informan mengenai adanya komunikasi antara pegawai dengan pimpinan, berikut ini
merupakan tanggapan -atau jawaban yang diberikan oleh Kepala Sub Bidang
Pendidikan Dasar SD dan SMP Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai
adanya komunikasi antara pegawai dengan pimpinan di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulavan Riau didapati hasilnya sebagai berikut :
“Menurut saya ada, karena di dalam setiap menajalankan pekerjaan
pegawai yang bekerja harus mampu menjalin komunikasi yang baik
terhadap pimpinan disetiap bidang pekerjaannya karena hal tersebut akan
berpengaruh terhadap hasil pekerjaan™. (Selasa, 11 April 2017).
Kemudian hal senada juga di ungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Pendidikan
Menengah SMA dan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai
adanya komunikasi antara pegawai dengan pimpinan di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulanan Riau hasilnya sebagai berikut:
“Dengan adanya komunikasi secara vertical antara pimpinan dan
bawahan maka akan mempermudah bawahan menjalankan pekerjaan
sesuai tanggungjawabnya dan apabila ada terdapat kesalahan maka
secepat mungkin dapat diperbaiki namun jika komunikasi dengan
pimpinan tidak lancar akan berpengaruh kepada pekerjaan yang
dikerjakan oleh bawahan tentunya”. (Selasa, 11 April 2017).
Selain itu berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendidikan Non
Formal Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai adanya komunikasi

antara pegawai dengan pimpinan di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulanan Riau,

adapun hasilnya sebagai berikut :




43288.pdf

103

“Selama ini peranan komunikasi antara pimpinan dan staff khususnya di
setiap bidang Disdik ini berjalan lancar-lancar, karena setiap pegawai
saling menghargai dan mengetahui porsi serta tanggungjawabnya masing-
masing”. (Selasa, 11 April 2017).
Kemudian dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada Staff PNS Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai adanya komunikasi antara pegawai
dengan pimpinan di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, maka diperoleh
hasilnya sebagai berikut :
“Dengan terjalinnya komunikasi secara vertikal yang baik maka akan
berdampak pada peningkatan hasil kerja yang baik pula menurut saya,
karena antar pimpinan dan bawahan harus saling melengkapi dan
tentunya ada batasan sesuai dengan ketentuan yang ada”. (Kamis, 13
April 2017).
Disamping itu dengan pertanyaan yang sama peneliti melakukan wawancara dengan
Staff PNS Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai adanya komunikasi
antara pegawal dengan pimpinan di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau,
maka hasilnya sebagai berikut :
“Dengan adanya komunikasi antara pegawai dengan pimpinan pada
umumnya akan mempermudah pekerjaan terselesaikan dengan efisien dan
efektif sesnai dengan rencana dan tujuan yang telah disepakati dan
ditentukan sebelumnya namun apabila komunikasi vertikal tersebut
terhambat maka hasil pekerjaan bisanya kurang berjalan dengan lancar
juga”. (Kamis, 13 April 2017).
Selanjutnya dapat dianalisis ‘dari hasil wawancara dengan masing-masing
informan mengenai adanya komunikasi antara pegawai dengan pimpinan di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau hasilnya hampir keseluruhan informan

menyatakan setiap pegawai melakukan komunikasi yang baik antara pegawai dengan

pimpinan disetiap bidang kerja atau sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
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Riau, karena dengan lancarnya komunika_si antara pimpinan dan bawahan atau yang
biasa disebut komunikasi vertikal dapat terlaksana dengan baik maka pengaruhnya
terhadap hasil pekerjaan sangat jelas.

Di mana ketika ada kesalahan maka pimpinan dapat melakukan koreksi dan
berkomunikasi langsung dengan staff atau bawahannya dan bawahannya pun akan
memperbaiki kesalahan dengan efisien dan efektif sesuai arahan yang diberikan oleh
pimpinan namun jika ada gap/jarak komunikasi antara pimpinan dan bawahan maka
akan menganggu pola komunikasi organisasi dimana hal tersebuf akan menimbulkan
permasalahan seperti konflik internal sehingga hasil pekerjaan kurang maksimal dan
tentunya menguras tenaga dan menghabiskan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan
tersebut.

Disamping itu juga dilakukan wawancara dengan Informan Kunci (Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau) dan didapati hasilnya sebagai berikut:

“Menurut saya hal tersebut memang merupakan bagian dari kinerja
pegawai karena dengan adanya komunikasi antara pegawai dengan
pimpinan merupakan suatu keharusan yang perlu dijaga dan dipelihara
guna menciptakan suasana kerja yang nyaman dan harmonis sehingga
pegawai di dalam menjalankan pekerjaan dan tidak terkesan gugur
kewajiban atau terpaksa melakukan karena takmt dengan atasan bukan
berdasarkan kesadaran dan tanggungjawab sebagai pegawai begita Juga
dengan pimpinan yang mampu berkomunikasi dengan pegawai dengan
baik maka pimpinan tersebut termasuk tipe pimpinan yang mampu
mengelola organisasi déngan seni komunikasi yang ia miliki tentunya ”.
(Senin, 10 April 2017). :
Selanjutnya dapat dianalisis jawaban Informan Kunci (Kepala Dmas

Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau) yang menyatakan bahwa memang pegawai

bidang pelayanan publik dengan adanya komunikasi antara pegawai dengan pimpinan
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di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau benar adanya karena hal tersebut
merupakan bagian dari penilaian kinerja yang dilakukan oleh pimpinan, karena dari
segi komunikasi pegawai terhadap pimpinan dapat dilakukan penilaian sejauhmana
pegawai tersébut inampu berkomunikasi dengan pimpinan.

Dalam hal ini pimpinan mempunyai berbagai macam gaya kepemimpinannya
tersendiri dan apabila pegawai mampu berkomunikasi dengan pimpinan dengan baik
dan benar pada umumnya pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai tersebut akan
mendapatkan penilaian yang baik dari pimpinan tentunya berdasarkan penilaian yang
objektif dikarenakan pekerjaan tersebut memang dilaksanakan sebagaimana mestinya
oleh pegawai yang bersangkutan dan dalam hal ini komunikasi antara pegawai
dengan pimpinan di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau secara umum telah
terlaksana dengan baik dan benar.

Disamping itu berdasarkan observasi yang dilakukan sewaktu penelitian di
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berkenaan dengan adanya komunikasi
antara pegawai dengan pimpinan di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau,
bahwasannya mengenai adanya komunikasi antara pegawai dengan pimpinan di
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memang benar adanya merupakan bagian
dari kinerja pegawai rata-rata mempunyai sikap yang sopan dan santun terutama
dalam bertutur bahasa dengan pimpinan yang ada pada setiap bidang pekerjaan atau
sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan hal tersebut tentunya akan
berdampak postif bagi pegawai dan juga pimpinan dalam menjaga keharmonisan

hubungan secara professional antara atasan.
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Hal lzinnya pula akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan
oleh pegawai tersebut secara efisien dan efektif karena pada umumnya kendala atau
permasalahan pekerjaan pada instansi pemerintahan diawali dengan komunikasi, dan
apabila komunikasi berjalan dengan baik dan lancar maka pekerjaan tersebut akan
begjalan dengan baik dan lancar pula dan sebaliknya apabila komunikasi terhambat
antara pimpinan dan bawahan maka pekerjaan yang akan dilakukan pun akan
mengalami hambatan juga.

Dari hasil observasi tersebut di atas maka dapat dianalisis berkenaan dengan
adanya komunikasi antara pegawai dengan pimpinan di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Risu tersebut memang merupakan bagian dari kinerja pegawai, karena
dengan melakukan komunikasi secara persuasif maka akan terjalin hubungan secara
emosional dan hal itu akan berdampak positif bagi keberlangsungan hubungan
profesionalisme kerja antara pimpinan dan bawahan hal tersebut tentunya melatih diri
untuk lebih bersikap sopan dan santun baik bertutur bahasa dan bertingkah laku
sehingga visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau pun akan
terlaksana dengan efisien dan efektif dan bagi pegawai sebagaimana yang telah

direncanakan sebelumnya.
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C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Kinerja Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

1. Faktor Pendukung dalam Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baitk di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulavan Riau dapat dilihat melahut aspek fisik pelayanan yang diberikan, seperti
tersedianya gedung pelayanan yang representatif, fasilitas pelayanan ruang tunggu .
yang nyaman, peralatan pendukung yang memiliki teknologi canggih, seperti seragam
dan aksesoris serta berbagai fasilitas kantor pelayanan yang memudahkan akses
pelayanan bagi masyarakat.

Menganalisis penilaian kinerja pegawai di bidang pelayanan publik pada
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, didukung oleh beberapa indikator
diantaranya adanya prosedur kerja yang jelas, pekerjaan sesuai dengan harapan
organisasi, adanya wakfu yang ditetapkan dalam bekerja, selain itu ketepatan dalam
menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam bekerja. Keseluruhan indikator
terscbut merupakan faktor pendukung dalam penilaian kinerja pegawai Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Faktor pendukung tersebut tentunya periu adanya dukungan dan kemauan
kerja keras taupa paksaan/tekanan dari pimpinan, kecakapan pegawai dalam
menjalankan pekerjaan di setiap bidang kerja, adanya kemampuan pegawai
menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif, adanya peranan komunikasi

antara pegawai dengan pegawai lainnya di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
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Riau serta efektiftya komunikasi antara pegawai dengan pimpinan. Sehingga
penilaian kinerja dapat berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan uraian di atas, tentunya peranan komunikasi Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau merupakan titik sentral dalam mengkoordinasikan maupun
sosialisasi program layanan kepada masyarakat. Sehingga peranan komunikasi dan
koordinasi dapat berjalan dengan baik dengan menggunakan faktor pendukung
program secara tepat, rencana kerja bersama, pelaksanaan program kerja bersama,
dan monitoring dan evaluasi. Faktor pendvkung program lainnya merupakan
dukungan dari berbagai aktor yang terlibat, dukungan finansial yang mencukupi, dan
komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mensukseskan
program pelayanan publik.

Efektivitas keberhasilan mengkomunikasikan program selain didukung oleh
pelaksanaan program yang bagus juga didukung oleh kemampuan bekerja pegawai
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulanan Riau. Terdapat empat peran kemampuan
pegawai yaitu keterampilan menggunakan komputer, memiliki motivasi,
pengorganis_asian tim kerja dan kemampuan menyampaikan informasi dan
komum;kaéi. Berkat kemajuan teknologi yang demikian cepat, alat-alat komunikasi
pun bertambah maju sehingga interlokal antara kota yang satu dengan kota lainnya,
bahkan ke luar negeri dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat.

Berdasarkan hubungannya dengan kemajuan teknologi alat-alat komunikasi

ini, ada sebagian aparatur yang menganggap bahwa suatu organisasi yang telah
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menggunakan alat-ala_t komunikasi yang mutakhir atau modern telah melaksanakan
komunikasi dengan baik. Namun, demikian sama sekali tidak dapat dibenarkan sebab
meskipun suatu organisasi telah menggunakan alat-alat komunikasi yang mutakhir,
belumlah menjamin bahwa komunikasi dalam organisasi tersebut telah dilaksanakan
dengan baik, dapat saja terjadi dalam suatu organisasi yang telah méﬁggunakan alat-
alat komunikasi yang serba modern bisa terjadi miss communication.

Dapat ditarik paparan singkat meskipun telah menggunakan alat-alat
komunikasi yang mutakhir, apabila Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tidak
dapat menciptakan jalinan pengertian yang baik dalam komunikasi dalam
menerapkan prosedur kerja yang jelas, pekerjaan sesvai dengan harapan organisasi,
adanya waktu yang ditetapkan dalam bekerja, serta ketepatan dalam menggunakan
sarana dan prasarana kantor dalam bekerja, meskipun menggunakan alat modern
hampir tidak ada artinya. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa komunikasi itn tidak
hanya penyampaian informasi dan pengertian yang diterima oleh penerima pesan,
tetapi lebih jauh lagi yaitu dapat membentuk perilaku organisasional yang diharapkan
semua fungsionaris organisasi tahu akan tugas pokok, wewenang serta tanggung
jawabnya dalam menjalankan roda organisasi.

Keseluruhan faktor pendﬁkung prosedur kerja yang jelas, pekerjaan sesuai
dengan harapan organisasi, adanya waktu yang ditetapkan dalam bekerja, selain itu
ketepatan dalam menggunakan sarana dan prasarana kantor dalam bekerja dapat
menggerakan kehidupan kelompok (organisasi), juga sebagai penggerak untuk

menggambarkan aktivitas manusia. Jadi peran komunikasi yang baik dalam hal ini
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manajer tingkat menengah dan pegawai pelaksana akan memberikan dampak atau
pengaruh terhadap pretasi kerja. Semangat kerja atau gairah melakukan pekerjaan
secara lebih giat, sehingga dengan demikian pekerjaan akan dapat diharapkan lebih
baik. Aparatur yang mempunyai semangat kerja yang tinggi akan berdampak
terhadap sikap yang mau sepenuhnya memanfaatkan keterampilan, konpsenirasi
pekerja serta kemampuan-kemampuan lain untuk dapat mengerjakan tugas dengan
sebaikbaiknya, sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri.

Dalam tujuan pencapaian kinerja pelayanan di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau yang maksimal, sangat dibutuhkan penilaian kinerja yang tinggi dari
aparatur. Agar faktor-faktor pendukung dalam meningkatkan kinerja aparatur tercipta
dengan baik pula, perlu dorongan dan motivasi yang besar dari pimpinan organisasi,
dalam hal i adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau, dengan tujuan
berbagai kegiatan berhasil dengan efektif pula.

Penilaian kinerja aparatur merupakan suatu kegiatan yang sangat penting
karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai
misinya. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai organisasi publik yang
memiliki tugas pokok dan fungsi koordinasi dan memberikan pelayanan administrasi
memerlukan informasi mengenai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang ada di dalam
organisasi, sehingga dapat dilakukan penilaian seberapa jauh pelayanan yang

diberikan oleh organisasi dapat memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa.
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2. Faktor Penghambat Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau yang menjadi faktor penghambat kinerja adalah kemampuan
pegawai dalam mencari alternatif tata kerja lain yang memungkinkan pekerjaan dapat
diselesaikan lebih cepat. Mencari alternatif tata kerja lain yang memungkinkan
pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat belum dilaksanakan. Sebagaimana hasil
wawancara dengan informan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
tersirat bahwa: Dalam menjalankan pekerjaan pegawai disetiap bidang atau
sekretariat mereka masing-masing mempunyai tugas dan fungsi masing-masing
sechingga dalam mencari alternatif lam hal itu tidak dimungkinkan karena
menyangkut dengan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan gubernur
(Rabu, 05 April 2017).

Kemampuan pegawai dalam mencari alternatif tata kerja lain yang
memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat hasilnya hampir keseluruhan
informan menyatakan tidak ada pegawai antara satu bidang dengan bidang lainnya
yang mampu mencari alternatif tata kerja lain yang memungkinkan pekerjaan dapat
diselesatkan lebih cepat, selain dikhawatirkan terjadinya tumpang tindih dan
penyalahgunaan wewenang hal itu juga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik

inte-mal organisasi yang disebabkan oleh adanya indikasi kecemburuan sosial akibat

7pekerjaan rekan sejawat yang dikerjakan oleh salah satu pihak tanpa pemberitahuan

sebelumnya dan hal itu semua akan berdampak negatif bagi keberlangsungan
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organisasi dalam mencapai tujuan serta visi dan misi dari Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau.

Disamping itu kemampuan pegawai dalam mencari alternatif yang
memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat, memang belum bisa
dilaksanakan oleh sebagian besar pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau selain hal itu disebabkan oleh karena adanya kekhawatiran terjadinya kesalahan
secara teknis apalagi menyangkut anggaran pada bidang tertentu karena berdampak
pada pertanggungjawaban yang sewaktu-waktu dapat dilakukan audit hal itu juga
menyebabkan adanya konflik internal akibat kecemburuan sosial dalam bekerja
karena adanya pihak yang tidak menghargai atau meminta izin terlebih dahulu
sebelum menjalankan pekerjaan yang dilakukan oleh rekan sejawat di bidang tertentu
di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Mencari alternatif tata kerja lain yang memungkinkan pekerjaan dapat
diselesaikan lebih cepat di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tersebut
memang belum dapat dilakukan secara optimal selain disebabkan adanya kode etik
dalam bekerja serta masing-masing pegawai harus menjalankan tugas dan fungsinya
masing-masing hal tersebut juga terganjal adanya kekhawatiran terjadinya kesalahan
secara teknis serta kekhawatiran adanya disintegrasi organisasi akibat konflik antar
pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berkenaan dengan adanyd
pihak yang mengambil alternatif tata kerja lain tersebut.

Selain itu, masih belum maksimalnya kemampuan pegawai dalam mencari

alternatif tata kerja lain yang memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan lebih
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cepat, juga masih terbatasnya informasi mengenai kinerja aparatur yang terjadi karena
kinerja belum dianggap sebagai suatu hal yang penting, Hal ini menunjukan ketidak-
seriusan pemerintah untuk menjadikan kinerja sebagai agenda kebijakan yang
penting, sehingga tidak jarang ditemukan dalam perekmitan suatu jabatan yang
didasarkan pada pertimbangan like and dislike pimpinan serta masih melekatmya
budaya paternalisme. Masih ditemukan adanya tradisi dan tata pergaulan yang
bersifat paternalisme, misalnya dihadapan pimpinan dinas, seorang aparat bawahan
sulit untuk menunjukan penolakannya atas suatu ide atan gagasan pimpinan.
Penolakan atas ide pimpinan secara terbuka dapat berarti membuka konflik antara
pimpinan dan bawahannya.

Disamping itu, kendala yang dihadapi &alam rangka peningkatan kinerja
pegawai adalah inovasi dan kreativitas pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepuluan
Rian masih relatif rendah. Hal ini dapat ditunjukan pada kondisi riil yang ada yakni
manakala pimpinan melakukan tugas (dinas) luar, maka ada anggapan bahwa tugas
dan tanggungjawab yang ada pada bawahan dapat ditunda pelaksanaannya atau
dengan kata lain bawahan selalu menunggu pimpinan kembali untuk meminta
petunjuk kepada pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,
sehingga pelaksanaan tugas bawahan senantiasa harus dalam pengawasan langéung
pimpinan. Pada tataran inilah dirasakan faktor kepemimpinan dan budaya sangat
berpengaruh terhadap kinerja aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Pada tataran inilah

dirasakan faktor kepemimpinan sangat berperan aktif dalam meningkatkan kinerja




43288.pdf

114

pggawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi, misi dan tujuan
organisasi.

Selain kedua faktor tersebut menurut informan Sekretaris Dinas Pendidikan
Provinsi Kepuluan Riau bahwa salah satu faktor yang dapat mendorong atan
menghambat kinerja aparatur adalah faktor kesejahteraan pegawai. Artinya bahwa
dengan tingkat kesejahteraan pegawai yang memadai diharapkan pegawai dapat
terfokus dalam tugas dan pekerjaannya sebagai Aparatur Sipil Negara dan tidak
terpengaruh oleh pikiran untuk mencari tambahan penghasilan yang mengakibatkan
terbengkalainya tugas, atau terhindamya penyimpangan dalam penyalagunaan
keuvangan negara.

Peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan salah satu aspek dari fungsi
peningkatan kinerja pegawai. Oleh karena itu sangat disadari oleh pimpinan
dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepuluan Riau untuk meningkatkan kinerja
aparatur, pemerintah telah melakukan Iangkah-langkah kebijakan berupa pemberian
penghasilan tambahan bagi pegawai sehingga diharapkan nantinya akan menjadi
faktor pendukung atau pendorong peningkatan kinerja aparatur itu sendiri. Meskipun
secara kebijakan telah ada ketentnan yang mengharuskan pemerintah daerah secara
bertahap mulai menggunakan manajemen kinerja, akan tetapi karena kemampuan
sumber daya aparatur maupun pembiayaan masing- masing daerah bervariasi, maka
kecepatan perubahan juga tidak merata. Hambatan lainnya datang dari birokrasi yang
secara kultural banyak yang belum siap untuk berubah. Dalam hal ini memang

diperlukan gaya kepemimpinan visioner Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
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yang tidak jemu-jemunya menawarkan perubahan, Tetapi hambatan yang terbesar
adalah apabila pimpinan tidak tahu apa yang akan dikerjakan ataw bahkan tidak mau
tahu dengan adanya perubahan, karena inisiatif penggunaan manajemen kinerja

memang harus datang dari pimpinan.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembabasan dalam bab sebelumya, maka penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) belum efektif dilaksanakan, hal ini
dikarenakan konsep dasar pengukuran kinerja dalam merubah paradigma pengisian
form DP3 menjadi SKP, khususnya dalam memecahkan permasalahan peningkatan
kirerja aparatur belum efektif.

Selain itu pula langkah-langkah peningkatan kinerja berdasarkan aspek
kualitas kerja, ketepatan, inisiatif, kemampuan dan komunikasi belum berjalan sesuai
dengan harapan. Faktor tersebut lebih didominasi oleh rendahnya kemampuan
pegawai dalam mencari inovasi dalam bekerja yang memungkinkan pekerjaan dapat
diselesaikan lebih cepat serta kreativitas kerja pegawai belum berkembang dengan

baik.

B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian agar berjalan
secara lebih optimal, maka perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berkut:
1. Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau agar dapat
menghimbau pegawai atau staffinya dalam meningkatkan kinerja dengan mentaati
peraturan disiplin kerja serta memperhatikan sasaran kerja pegawai untuk

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.
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2. Kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidanag dan Kepala Sub Bagian
agar dapat meniberikan sikap teladan yang baik dan fleksibel terhadap pegawai
yang ada di masing-masing bidang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga kinerja mereka lebih
optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai bidang kerja masing-masing
di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

3.- Kepada pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau agar bisa
meningkatkan kinerja mereka masing-masing dalam menjalankan pekerjaan
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan bisa mencari alternatif tata
kerja lain yang sesuai peraturan yang ada dengan melakukan komunikasi serta

pendekatan secara persuasif.
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Lampiran : I

_ PEDOMAN WAWANCARA
KINERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
STUDI : SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

1. INFORMAN
a. Nama
b. Jenis Kelamin :
¢. Umur
d. Pendidikan
e. Jabatan

1.  Bagaimana pegawai menanggapi adanya prosedur kerja yang dilakukan
oleh pegawai dalam meningkat sasaran kerja pegawai Dinas Pendidikan

Provinsi Kepulauan Riau ?

2. Bagaimana pegawai menanggapi cara peningkatan hasil kerja pegawai
dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan

Riau melalui sasaran kerja pegawai ?

3. Bagaimana pegawai menanggapi kesesuaian pekerjaan di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau dengan harapan organisasi (Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau) dalam meningkatkan sasaran kerja
pegawai (SKP)?

4, Bagaimana pegawai menanggapi adanya waktu yang di tetapkan dalam
bekerja (sistem shifi/ seven to seven) dapat meningkatkan kinerja pegawai
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau khususnya dari segi sasaran

kerja pegawai?
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Bagaimana pegawai menanggapi sarana dan prasarana kantor yang ada
pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sudah di gunakan secara
tepat dalam meningkatkan kinerja berdasarkan sasaran ketja pegawai?

Bagaimana pegawai menanggapi tentang adanya pegawai yang
mempunyai inisiatif dengan cara mencari alternatif tata kerja lain yang
memungkinkan pekegaan dapat diselesaikan lebih cepat dalam
meningkatkan sasaran kerja pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi

Kepulauan Rian ?

Bagaimana pegawai menanggapi tentang kemauan kega keras tanpa
paksaan atau tekanan dari pimpinan dapat meningkatkan kinerja pegawai
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau khususnya dalam memenuhi

sasaran kerja pegawai?

Bagaimana pegawai menanggapi tentang mempunyai kecakapan dalam
menjalankan pekerjaan di setiap bidang kerja yang ada dapat
meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau

khususnya dalam memenuhi sasaran kerja pegawai ?

Bagaimana  pegawai menanggapi kemampuan  menyelesaikan
menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif dapat meningkatkan
kinerja pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau khususnya

dalam memenuhi sasaran kerja pegawai ?

Bagaimana pegawai menanggapi komunikasi antara pegawai dengan
pegawai lainnya di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulavan Riau dapat
mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan

Riau khususnya dalam memenuhi sasaran kerja pegawai ?
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Bagaimana pegawai menanggapi komunikasi antara pegawai dengan
pimpinan di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dapat
mempengaruhi  kinerja pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan

Riau khususnya dalam memenuhi sasaran kerja pegawai?
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Lampiran : I1
TRANSKRIP WAWANCARA

Kegiatan Wawancara _Isi Wawancara
1 |Bagaimana prosedur SOP di Dinas | (Wawancara dengan Sekdis)
Pendidikan Kepri saat ini? “Keberadaan prosedur kerja yang jelas dapat
dilakansakan oleh setiap bidang kerja yang
ada di Disdik. Hal ini dilaksanakan agar
tidak terjadi tumpang tindih dalam
menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana
yang telah diatur dalam perda pembentukan
OPD di pemerintahan Provinsi Kepri ini”,
(Rabu, 5-4-2017)

(Wawancara dengan Kabid Pendidikan
Dasar)

“Penerapan prosedur kerja yang jelas
berlaku bagi seluruh bidang/bagian kerja di
lingkungan Dinas Pendidikan Provisi
Kepulanan Riau, karena dengan hal tersebut
diharapkan pelaksanaan pekerjaan dapat
diselesaikan dengan efisien dan efektif”.
(Kamis, 06 April 2017).

(Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan
Tingpi)

“Masing-masing bidang kerja yang ada di
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
ini termasuk pada Dbidang Bidang
Pendidikan Menengah dan Tinggi, sudah
ada Tupoksi sendiri sehingga diharapkan
dapat memaksimalkan sasaran kerja
pegawai dalam menjalankan pekerjaan
tentunya”. (Kamis, 06 April 2017).

(Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan
Informal)

Berkaitan dengan adanya prosedur kerja
yang jelas dalam suwatu  institusi
pemerintahan  hal tersebut  sangatlah
diperlukan karena dapat dibedakan sasaran
kerja pegawai auntara satu bidang dengan
bidang lainnya yang bertujuan untuk
memaksimalkan kinerja masing-masing
pegawai tersebut sehingga dapat dilakukan
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Kegiatan Wawancara

Isi Wawancara

penilaian kinerjanya secara maksimal”,
(Kamis, 06 April 2017).

(Wawancara Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian)

“Pelayanan yang ditugaskan pada Bagian
Umum dilakukan berdasarkan prosedur
administratif surat menyurat dari beberapa
bidang atan bagian yang membutuhkan
layanan data, informasi, sarana dan
prasarana. Prosedur ini telah diterapkan
dengan jelas sesvai dengan peruntukannya
schingga pekerjaan yang diharapkan sesuai
dengan tujuannya” (Jumat, 07 April 2017).

Informan Kunci (Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau)

“Adanya prosedur tata kerja yang jelas
maka hal tersebut juga akan berdampak
pada meningkatnya kinerja pegawai di
setiap bidang di dinas pendidikan ini, karena
pegawai dapat mengacu pada prosedur dan
menerapkan isi prosedur tersebut kepada
pekerjaannya, maka diharapkan sasaran
kerja pegawal tersebut akan maksimal,
bukan hanya sekedar mengugurkan
kewajiban  saja, namun  kebijakan
pemerintahan tentang aparatur sipil negara
sekarang sudah harus bekerja secara
professional, akuntabel dan transparanst
dalam birokrasi pemerintahan™. (Senin, 10
April 2017).

Bagaimana teknik/cara peningkatan
hasil kerja pegawat

(wawancara Kepala Sub Bidang Pendidikan
Dasar) | o

Pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau saat ini telah mengalami
perubahan yang cukup mendasar terutama
dalam menyelesaikan tugas dan fungsi yang
lebih efisien dan efektif. Contohnya saja
dalam penyelesaian kontrak kerja dengan
pihak ketiga atau rekanan di mana yang
datang lebih awal, maka dikerjakan lebih
awal juga secara profesional bukan
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No Kegiatan Wawancara _ Isi Wawancara
berdasakan intervensi dari pihak manapun.”
(Selasa, 11 April 2017).

(wawacara Kepala Sub Bidang Pendidikan
Menengah SMA dan SMK)

“Seiring dengan reformasi birokrasi dan
pelayanan publik maka pegawai Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau juga
meningkatkan kinerja mereka melalui
berbagai hal mulai dari disiplin waktu baik
datang dan pulang kerja, mengerjakan
pekerjaan seperti sosialisasi serta diklat
tentang pendidikan sesuai standar yang
ada”. (Selasa, 11 April 2017).

(Kepala Sub Bidang Pendidikan Non
Formal)

“Adanya peningkatan hasil kerja oleh
pegawai Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau sah-sah saja dilakukan guna
menunjang  kinerja  mereka  dalam
menajalankan tupoksi seperti bisanya. Hal
ini berlaku bagi seluruh pegawai lainnya”.
(Selasa, 11 April 2017).

(Wawancara dengan Staff PNS Kepri}

“Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau sekarang ini sudah banyak
yang berubah khususnya dalam
menejalankan  pekerjaannya  terutama
semenjak diterapkannya e-disiplin serta
adanya pemotongan tunjangan apabila
kinerja pegawai tidak sesuai dengan
ketentuan saat ini”. (Kamis, 13 April 2017).

(Wawancara dengan Staf/pegawai PNS)

“Adanya penerapan e-disiplin dengan
menggunakan absensi masuk dan pulang
kerja dengan finger print, saat ini hampir
seluruh OPD termasuk pegawai di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau telah
mengalami  perubahan dan  tentunya
peningkatan hasil kerja karena disiplin kerja
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para pegawai lebih terukur dan tentunya
dapat dilihat dari rekapitulasi absensi di
akhir bulan”. (Kamis, 13 April 2017).

(Wawancara dengan Informan Kunci) .

“Mengenai tingkat hasil kerja yang dimiliki
oleh pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau merupakan wujud nyata
dari kinerja pegawai terutama dalam
melaksanakan fungsi pemerintahan dan
menjalankan kebijakan pemerintah di
bidang pendidikan. Di mana jika

| pelaksanaan pendidikan dapat berjalan

dengan lancar dan tepat sasaran maka hal
tersebut juga akan berdampak positif baik
bagi pegawai bersangkutan, dan juga
masyarakat. Namun jika kinerja pegawai
dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan
mengalami penurunan atan rendah maka hal
tersebut juga akan berdampak negatif,
bukan hanya bagi pegawai tersebut
melainkan seluruh unsur yang ada di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ini.
Oleh karena itu dihimban kepada pegawai
yang bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulavan Riau agar dapat meningkatkan
kinerjanya sehingga pelaksanaan kebijakan
pendidikan nasional yang diberikan pun
dapat  dirasakan  oleh  masyarakat
sepenuhnya”. (Senin, 10 April 2017).

Bagaimana menurut pandangan
Bapak/Ibu bahwa Pekerjaan saat ini

sesval dengan harapan?

(Wawancara dengan Sekdis)

“Semua pegawai Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau telah  menjalankan
pekerjaan sesuai-dengan harapan organisasi
di mana mereka selalu dalam keadaan siap
dan tanggap dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sesuai bidang masing-masing”.
(Rabu, 05 April 2017)

(wawancara dengan staff/PNS)
“Dalam hal tepatnya pekerjaan sesuai
dengan visi dan misi organisasi ini, secara
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umum pegawai Dinas Pendidikan Provinsi
Kepuianan Riau merupakan salah satu ujung
tombak dalam pencapaian tujuan organisasi,
namun secara khmsus adalah meningkatnya
kemampuan kerja di Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulazan Rian. Dengan
demikian, dengan adanya peningkatan
kinerja yang optimal maka hasil kerjanya
pun akan maksimal”. (Semin, 17 April
2017).

(Wawancara dengan staf PTT)

“Selama bekerja di Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau imi dan telah
bekerja sebagaimana tupoksi masing-
masing sehingga pelaksanaan pekerjaan dan
hasil kerja diharapkan dapat sesuai dengan
tujuan organisasi tentunya”. (Senin, 17
April 2017).

(Wawancara dengan Staf THL)

“Pandangan pegawai secara keseluruhan
telah menjalankan pekerjaan  secara
maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing di  Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau, sehingga tidak
ada persepsi negatif satu sama lain dalam
menghasilkan suatu hasil kerja”. (Senin, 17
April 2017).

Wawancara dengan staf THL

“Hasil pekerjaan di setiap pegawai
diharapkan agar sesvai dengan tujuan
organisasi di mana tempat pegawai tersebut
bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau, schingga kinerja setiap
pegawai dapat dinilai oleh atasan atan
pimpinan berdasarkan hasil kerja bukan
berdasarkan gugur kewajiban saja”. (Senin,
17 April 2017).
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(Wawancara dengan Key Informan)
“Mengenai pekerjaan sesuai dengan harapan
organisasi sudah menjadi kewajiban dan
konsekuensi kerja bagi pegawai, oleh sebab
itu  jika pegawai tidak menjalankan
pekerjaan sesuai dengan rencana dan tujuan
yang ditetapkan pada suatu organisasi dalam
hat i Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau, maka hasil yang akan
didapatkan tentunya tidak maksimal. Selain
itn pula dapat memberikan efek yang
kurang baik bagi organisasi di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauvan Riau.
Sebagai pegawai diharapakan memiliki
loyalitas terhadap organisasi, kecuali
harapan organisasi tersebut melenceng dari
peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku di republik ini. Maka pegawai
berhak memprotes atan mempermasalahkan
harapan organisasi tersebut, dan satu hal
lagi bahwasannya mengerjakan pekerjaan
sesual dengan harapan organisasi yaitu
bekerja secara efisien dan efektif memang
merupakan bagian dari kinerja pegawai di
manapun juga”. (Senin, 10 April 2017),

Bagaimana pandangan Bapak/Ibu
bahwa menerapkan waktu bekerja
menggunakan sistem shift (seven to
seven) kepada pegawai

(Wawancara dengan Sekdis)

“Berkaitan  dengan persoalan adanya
ketepatan waktu dalam menjalankan
pekerjaan bagi pegawai saya setuju, karena

‘hal  itu  merupakan bagian  dari

tanggungjawab  pegawai yang telah
menerima haknya seperti gaji dan funjangan
kinerja serta tunjangan jabatan dan
trunjangan lainnya, karena selama ini opini
yang terbentuk adalah pegawai rajin dan
tidak rajin sama saja penghasilannya,
namun setelah adanya e-disiplin sepertinya
ada peningkatan kinerja dari segi disiplin
waktu kehadiran dan pulang kerja pegawai
di dinas ini”.

(Rabu, 05 April 2017).
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(Wawancara dengan Kabid Pendidikan
Dasar)

“Semua pegawai di Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau ini bekerja sesuai
dengan ketentuan waktu jam masuk kerja
dan jam pulang kerja dimana masuk kerja
jam 8 pagi dan pulang jam 4 sore kecuali
hari jumat pulang jam 3 sore”. (Hari Rabu,
21-11-2012).

(Wawancara dengan Kabid Pendidikan
Menegah dan Tinggi)

“Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau tidak ada penerapan shift
kerja atau pergantian waktu dalam bekerja
layaknya pada perusahaan swasta karena
waktu kerja sudah di tentukan berdasarkan
peraturan gubernur dan hal tersebut berlaku
sama Setiap OPD termasuklah di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulauan Riaun
terkecuali ada beberapa orang pegawai yang
lembur dan harus menyelesaikan pekerjaan
karena di buru oleh target waktu pekerjaan
tersebut”. (Kamis, 06 April 2017).

(Wawancara dengan Kabid Pendidikan
formal dan informal)

“Dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulanan Riau tidak ada menggunakan
sistem pergantian waktu atau shift kerja dan
jomlah jam kerja pada hari senin sampai
kamis selama 8 jam dan pada hari jumat
selama 7 jam sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku”. (Kamis, 06 April
2017). . e _

(Wawancara dengan Kasubag Umum dan’
Kepegawaian) ' '

“Penggunaan sistem shift/seven to seven
kebanyakannya diberlakukan pada instansi
pemerintahan yang berhubungan langsung
dengan masyarakat seperti pelayanan
kesehatan di rumah sakit dan pelayanan
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administrasi kependudukan di Kelurahan,
Kecamatan ataupun Badan periizinan
terpadu, karena  instansi pemerintahan
tersebut lebih jelas porsi kerja dan waktu’
kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya
sesuai dengan. capaian target yang telah
ditentukan dalam standar operasional

‘pelayanan (SOP)”. (Jumat, 07 April 2017).

(Wawancara dengan Key Informan)

“Jenis pelayanan Dinas Pendidikan
merupakan OPD yang tidak bersentuhan
langsung dengan masyarakat layaknya
BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)
seperti Rumah Sakit Umum Daerah ataupun
PDAM, maka penggunaan sistem shift kerja
tidak diberlakukan di dinas ini. Namun
jumlah jam kerja ada kesamaan antara 7 jam
sampai dengan 8 jam kerja setiap hari dan
dengan adanya ketetapan waktu yang di
tentukan maka pegawai tersebut mau tidak
mau harus menjalankan pekerjaan tersebut
dan hal ini juga berpengaruh kepada disiplin
kerja mereka sehingga jika pegawai sudah
mempunyai disiplin kerja yang tinggi maka
kinerja mereka pun akan tinggi juga, namun
sebaliknya jika pegawai tidak berdisiplin
dalam menjalankan pekerjaan maka kinerja
mereka juga akan rendah”. (Senin, 10 April
2017).

Bagaimana menurut Bapak/Ibu cara
yang tepat dalam menggunakan
sarana dan prasarana kantor dalam

| bekerja?

(Kasubid Pendidikan Dasar dan SMP)
“Adanya penggunaan sarana dan prasarana
yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau ini sudah maksimal oleh
masing-masing pegawai sesuai tupoksinya
diantaranya meisn fotocopy, computer,
laptop mesin scanner, Mesin fax dan printer
dan penggunaan  peralatan  tersebut
diperuntukkan guna mempelncar pegawai
dalam menajalankan pekerjaan yang ada di
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Riau”. (Selasa, 11 April 2017).
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(Wawancara dengan Kasubid Pendidikan
SMP dan SMK)

“Selama ini penggunaan peralatan sarana
dan prasarana kantor yang ada di dinas ini
sudah terlaksana dengan sebatk mungkin,
hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan mobil
dinas, motor dinas dan peralatan kantor
lainnya seperti computer, prinfer sesuai
dengan peruntukannya pada bidang kerja
masing-masing”. (Selasa, 11 April 2017).

(Wawancara dengan Kasubid Pendidikan
formal dan non-formal)

“Adanya penggunaan fasilitas sarana dan
prasarana kantor di dinas ini sudah cukup
maksimal lah baik dari pemanfaatan ruang
yang minimalis namun tertata dengan rapt
dan nyaman kemudian fasilitas penunjang
lainnya seperti peralatan elektronik sudah
mumpuni  dalam mendukung kinerja
pegawai dalam menjalankan pekerjaan
seperti ruangan ber AC, ada televisi, dan
peralatan lainnya”. (Selasa, 11 April 2017).

{Wawancara dengan Staf PNS)
“Penggunaan sarana dan prasarana kantor
sesuai dengan kebutuhan karena kita sadar
dan tahu prinsip penyelenggaraan efisienst
dan  efektifitas  termasukiah  dalam
penggunaan peralatan kantor dimana kita
juga melakukan pmeliharaan dengan
melakukan service pada peralatan kantor
yang rusak namun bias diperbaiki dan
melakukan pengadaan barang baru ababila
perlatan kantor tersebut sudah dalam
kondisi tidak layak digunakan kembali”.
(Kamis, 13 April 2017).

(Wawancara dengan Staf PNS)

“Saat ini fasilitas di disdik ini sudah
mengalami kemajuan dan penggunaan
sarana dan prasarana nya pun sudah
membaik dari tahun-tahun sebelumnya
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schingga pegawai dalam menjalnkan
pekerjaannya pun dapat ditunjang dengan
maksimal dengan tersedianya sarana wifi
internet dengan kecepatan yang tinggi
sehingga mempermudah dan mempercepat
akses pekegaan terutamanya dalam
pengiriaman email dan data secara
elektronik tentunya”. (Kamis, 13 April
2017).

(Wawancara dengan Key Informan)
“Mengenai hal penggunan sarana dan
prasarana secara tepat penggunaannya
memang diperlukan dan merupakan bagian
dari penilaian kinerja. Di mana bahwa
ketepatan dalam menggunakan sarana dan
prasarana kantor dalam bekerja akan
berpengaruh terhadap pelaksanaan
pekerjaan vang dilakukan oleh pegawai
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauvan Riau.
Jika sarana dan prasarana kantor tidak
dioptimalkan dalam penggunaannya maka
akan berdampak pada hasil pekerjaan yang
dilaksanakan oleh pegawai di dinas ini dan
itu akan menjadikan salah satu penilaian
kinerja pegawai dalam menjalankan
pekerjaannya sehari-hari”. (Senin, 10 April
2017).

Bagaimana pandangan Bapak/Ibu
dalam mencari alternatif tata kerja
lain yang memungkinkan pekerjaan
dapat diselesaikan lebih cepat

(Wawancara dengan Sekdis)

“Terus terang saya katakana bahwasannya,
di dalam menjalankan pekerjaan pegawai
disetiap bidang atau sckretariat mereka
masing-masing mempunyai tugas dan
fungsi masing-masing séhingga dalam
mencari alternatif lain hal ite tidak
dimungkinkan karena menyangkut dengan
tugas dan fungsi yang telah diator dalam
peraturan gubernur”. (Rabu, 05 April 2017).

(Wawancara dengan Staf PTT)
“Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan
lebih cepat saat ini belum bisa dilakukan
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oleh sebagian pegawai di Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau, karena mereka
mempunyai bagian kerja masing-masing
dan jika ada salah satu pihak mengerjakan
pekerjaan  pihak lain  maka selain
dikhawatirkan akan menimbulkan konflik
mnternal hal itu juga dikhawatirkan akan
membuat pekerjaan menjadi menumpuk di
satu bidang tertentu”. (Semin, 17 April
2017).

(Wawancara dengan Staf PTT)

“Dalam mencari alternatif tata kerja lain di
dinas pendidikan ini sangat riskan, karena
jika salah dalam menajalankan pekerjaan
yang semestinya tidak dikerjakan oleh
bidang tertentu akan berdampak pada
kinerja pegawai itu sendiri. Oleh karena itu
tupoksi harus benar-benar di lakukan
dengan sebenar-benarnya”. (Senin, 17 April
2017).

(Wawancara dengan staf THL)

“Berkenaan dengan kemampuan pegawat
dalam mencari alternatif tata kerja lain yang
memungkinkan pekerjaan dapt diselesaikan
lebih cepat memang penting namun hal itu
sebaiknya tidak dilakukan di dinas
pendidikan apalagi menyangkut dengan
masalah anggaran karena anggaran satu
bidang dengan bidang lainnya berbeda”.
(Senin, 17 April 2017).

(Wawancara dengan Staf TH)

“Belum ada pegawai antara satu bidang
dengan bidang lainnya yang melakukan atan
mencari alaternatif tata kerja lain dalam
menjalankan pekerjaan masing-masing. Hal
ini dikarenakan belum ‘tumbuhnya inovasi
pengembangan kerja di setiap pegawai.
Bahkan lebih banyak berperilaku preventif
mencegah terjadinya disharmonisasi dalam
bekerja di masing-masing bidang”. (Senin,
17 April 2017).
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(Wawancara dengan Key Informan)
“Berkenaan dengan kemampuan pegawai
dalam mencari alternatif tata kerja lain yang
memungkinkan pekerjaan dapt diselesaikan
lebih cepat, hal itu sebenmarnya bisa saja
dilakukan namun disebabkan ada beberapa
hal yang bersifat teknis yang harus
dilakukan oleh sebagian besar pegawai pada
bidang tertentu maka hal itu dikhawatirkan
akan menimbulkan masalah atau dampak
negatif bagi operasional dinas pendidikan ini
dan hal itu lah yang menyebabkan mencari
alternatif tata kerja lain tidak di mungkinkan
dilakukan di sini”. (Senin, 10 April 2017).

Bagaimana menurut Bapak/Ibu
dalam  meningkatkan  kinerja
dengan rasa ikhlas dan tanpa
paksaan  atau  tekanan  dan
pimpinan?

(Wawancara dengan Sekdis)

“Kemauan kerja vang keras tanpa
paksaan/tekanan dari pimpinan merupakan
bagian dari kinerja pegawai. Karena jika
pegawai mempunyai kemauan kerja dan
tanpa paksaan dari pimpinan secara terus
menerus maka kinerja pegawai yang ada
akan meningkat dan sebaliknya jika
pegawai tersebut terlalu dipaksa dan ditekan
di dalam menjalankan pekerjaan maka
pegawai  tersebut, berdampak pada
menurunnya Kkinerja”. (Rabu, 05 April
2017).

(Wawancara dengan Kabid Pendidikan
Dasar)

“Sepengetahuan pegawai dalam
melaksanakan pekerjaan ini sudah bisa
dikatakan berjalan dengan baik, karena
mereka mempunyai kemauan kerja yang
keras serta tidak ada paksaan dari pimpinan
yang bersifat memaksa sehingga mereka di
dalam bekerja selalu on time lah”. (Kamis,
06 April 2017).

{(Wawancara dengan Sekdis)
“Kemauan kerja vyang keras tanpa
paksaan/tekanan dari pimpinan merupakan
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bagian dari kinerja pegawai. Karepa jika
pegawai mempunyai kemauan kerja dan
tanpa paksaan dari pimpinan secara terus
menerus maka kinerja pegawai yang ada
akan meningkat dan sebaliknya jika
pegawai tersebut terlalu dipaksa dan ditekan
di dalam menjalankan pekerjaan maka
pegawai  tersebut, berdampak pada
menurunnya kinerja”. (Rabu, 05 April
2017).

(Wawancara dengan Kasubid SD dan SMP)
“Sepengetahuan pegawal dalam
melaksanakan pekerjaan ini sudah bisa
dikatakan berjalan dengan baik, karena
mereka mempunyai kemauan kerja yang
keras serta tidak ada paksaan dari pimpinan
yang bersifat memaksa sehingga mereka di
dalam bekerja selalu on time lah”. (Kamis,
06 April 2017).

(Wawancara dengan Kasubid Pendidikan
Menengah dan Tinggi)

“Sifat pegawai untuk mau bekerja keras
tanpa ada paksaan/tekanan dari pimpinan
akan berdampak pada kinerja pegawai di
dinas ini. Khususnya bidang pendidikan
menangah dan tinggi yang mana pegawai
merasa di berikan kesempatan untuk
mengembangkan  potensi dii  dan
kemampuan mereka dalam bekerja”.
(Kamis, 06 April 2017).

| (Wawancara dengan Kasubid Pendidikan

Formal dan Non formal)

“Pandangan  tersebut memang perlu
dilakukan oleh seluruh pegawai yang
bekerja di Disdik Provinsi Kepulauan Riau,
sehingga pegawali yang Dbersangkutan
terutama dalam mengerjakan pekerjaan
berkaitan dengan bidang pendidikan nomn
formal dan informal dapat berjalan dengan
baik sesuai dengan tujuan dan rencana yang
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di harapkan®. (Kamis, 06 April 2017).

(Wawancara dengan Kasubid Umum dan
Kepegawaian)

“Pegawai mempunyai kemauan kerja keras
tanpa paksaan/tekanan dari pimpinan
tersebut memang merupakan bagian dari
kinerja pegawai, karena dengan hal tersebut
maka pegawai dapat mengeksplorasi
kemampuan mereka sehingga mereka dapat
berinovasi dan juga berkreasi dalam
menjalankan pekerjaan di Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulavan Riau”. (Jumat, 07 April
2017).

Wawancara dengan Key Informan

“Adanya persetujuan pimpinan tentang
adanya pegawai yang mempunyai kemauan
kerja yang keras tanpa paksaan/tekanan.
Karena selama ini pimpinan hanya
menjalankan dan mengintruksikan pegawai
yang ada bekerja sesuai dengan tupoksi dan
aturan yang ada. Dapat dimaklumi, bahwa
sekarang zaman sudah berkembang pola
pikir pegawai pun juga ikut berkembang
dalam arti pegawai yang ada dituntut untuk
menjalankan fungsi pemerintahan yang baik
dan bersih. Serta mengikuti paradigma
pemerintahan yang baru dalam memberikan
pelayanan publik. Mereka tidak perlu
dipaksa atau di intervensi secara
berkelanjutan, karena mereka sudah paham
dan mengerti tupoksi mercka masing-
masing dan jika tidak menjalankan tupoksi
yang ada dengan baik maka hal tersebut
akan berdampak negatif bukan hanya bagi
organisasi di Dinas Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau ini melainkan juga bagi
oknum pegawai yang bersangkutan saya
kira seperti itu”. (Senin, 10 April 2017).
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(Wawancara Kasubid Pendidikan SD dan

SMP)

“Berkaitan dengan hal ini, tentu saja penting
dan bisa merupakan bagian dari kinerja
pegawai terutama dalam menjalankan
pekerjaan sesuai dengan bidang masing-
masing karena dengan adanya dukungan
dari pegawai yang cekap maka pekerjaan
pun akan lebih cepat terselesaikan sehingga
tidak terjadi penumpukan pekerjaan”.
(Selasa, 11 April 2017).

(Wawancara dengan Kasubid SMA dan
SMK)

“Tingkat kecakapan pegawai di dinas
pendidikan ini memang sangat di perlukan
oleh semua pegawai yang ada terutamna
dalam menangani masalah pekerjaan yang
bersifat teknis disetiap bidang kerja karena
jika pegawai tidak cekap maka akan
menimbulkan masalah dan berdampak pada
kinerja mereka sendiri”. (Selasa, 11 April
2017).

(Wawancara dengan Kasubid Pendidikan
Formal dan Non-Formal)

“Pegawai di setiap Dbidang Disdik
Kepulauan Riau ini sudah cakap dalam
menajalankan pekerjaan sesvai dengan
tugas dan fungsi masing-masing, sehingga
pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat
dan tepat dan tidak ada pepundaan dalam
melaksanakan pekerjaan tersebut”. (Selasa,
11 April 2017). '

(Wawancara dengan Staf PNS)

“Adanya pegawai yang cakap maka kinerja
mereka pun akan lebih baik dan optimal
namun jika pegawai tidak cakap maka
kinerja mereka pun akan menurun, apalagi
ini masalah pelayanan publik tentunya
sangat sensitif sehingga diperfukan adanya
kecakapan pegawailah dalam menangani
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masalah ini dengan baik”. (Kamis, 13 April
2017).

(Wawancara dengan Staf PNS)

“Dengan tingkat kecakapan pegawai yang
dimiliki oleh pegawai yang bekerja di
bidang pelayanan tersebut maka pelayanan
publik akan lebih mudah dan tepat sasaran
karena pegawai cakap menanggapi isu yang
berkembang serta mengurangi kesalahan
dalam proses pelayanan publik di Disdik
Kepri ini”. (Kamis, 13 April 2017).

(Wawancara dengan Key Informan)
“Tingkat kecakapan pegawai sangat di
perlukan karena hal tersebut bisa di jadikan
penilaian kinerja seorang pegawai apakah
pegawai tersebut mampu dalam
menjalankan aktivitas pekerjaannya sesuai
dengan bidang kerjanya atau justru pegawai
tersebut mengalami permasalahan dengan
bidang kerjannya saat ini atau dengan kata
lain sebagai tolok ukur dari kenerja pegawai
yang bersangkutan, kecakapan disini
memiliki beberpa pengertian mulai dari
kecakapan berkomunikasi/interaksi,
kecakapan menjalankan tupoksi masing-
masing pegawai dan kecakapan lainnya
yang berujung kepada tindakan yang positif
sehingga pegawai Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulanan Riau sebagai objek
mampu menjalankan amanah pekerjaan
yang di berikan”. (Senin 10 April 2017)

Bagaimana menurut pandangan
Bapak/Ibu menerapakan agar PNS
bekerja secara efektif dan efisien
dapat dilaknkan?

(W awancara dengan Sekdis)

“Menurut saya pegawai di setiap bidang di
dinas ini rata-rata bisa dikatakan memiliki
kemampuan dalam menyelesaikan
pekerjaan  di  masing-masing  bidang
kerjanya karena mereka sudah terbiasa
dengan pekerjaan tersebut™. (Rabu, 05 April
2017).
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(Wawancara dengan Staf PTT) .
“Mengenai tingkat - kemampuan

menyelesaikan pekerjaan di masing-masing
bidang atau sekretariat sudah cukup mampu,
karena selama ini belum ditemukan ada
masalah dalam proses menjalankan
pekerjaan yang ada, kalaupun ada maka
akan segera dilakukan koreksi guna
penyempurnaan sesuzai dengan data dan
fakta yang ada”. (Senin, 17 April 2017).

(Wawancara dengan Staf PTT)

“Pegawai di dinas pendidikan saat ini sudah
banyak mengalami perubahan kearah yang
lebih bak karena mereka mampu
memcahkan  masalah  jika  terjadi
perselisihan paham baik antara sesama
pegawai dalam satu bidang ataupun dengan
bidang lainnya di dinas pendidikan provinsi
kepulauan riau ini”. (Senin, 17 April 2017).

(Wawancara dengan staf THL)
“Selama ini pegawai di semua bidang
hampir semuanya dapat menangani masalah
pekerjaan yang ada di bidang masing-
masing dan kalaupun permasalahan
pekerjaan tersebut menyangkut dengan
bidang lain maka akan dilakukan koordinasi
antar bidang ~dalam menyelesaikannya”.
(Senin, 17 April 2017).

(Wawancara dengan staf THI.)

“Mengenai - tingkat kemampuan
menyelesaikan pekerjaan saya kira pegawai
yang bekerja di berbagai bidang di dinas ini
telah mampu menyelesaikannya secara
professional karena secara umum setiap
pegawai sudah tahu peranan dan tugas serta
fungsinya masing-masing”. (Senin, 17 April
2017).

(Wawancara dengan Key Informan)
“Berkenaan dengan hal tersebut, memang
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benar adanya, karena jika di dalam
menjalankan  suatu  oraganmisasi  atau
pekerjaan dan apalagi berhubungan dengan
pihak ketigas adalah suatu hal yang cukup
riskan atau sensitif sehingga harus di
minimalisir terjadinya konflik antar pegawai
di kantor ini, karena jika sesama pegawai
saja  sudah tidak akur ataw terjadi
perselisihan paham maka bagaimana di
dalam menyelesaikan pekerjaan di Dinas
Pendidikan Provinsi Kepulanan Rian
apalagi hal tersebut harus dilakukan
profesional walaupun pegawai yang
bersangkutan ada masalah pribadi atau
dengan rekan sekantor schingga pekerjaan
int tepat sasaran dan lancar”. (Senin, 10
April 2017).

Bagaimana pandangan Bapak/Ibu
mengenai peran komunikasi dalam
meningkatkan iklim kinerja yang
kondusif?

(Wawancara dengan Sekdis)

“Karena di dalam menajalankan pekerjaan
terkadang ada pekerjaan yang bersifat lintas
bidang dan hal itu harus bekerjasama agar
cepat dan tepat tentunya diperlukan
komunikasi antara pegawai yang satu
dengan yang lam dan hal itu teah di lakukan
oleh hampir seluruh pegawai yang bekerja
di dinas ini”. (Rabu, 05 April 2017).

(Wawancara dengan Kasubid Pendidikan
dasar dan Menengah)

“Peran komunikasi sangat penting, karena
jika tidak ada komunikasi sesama pegawai
saya rasa dalam menyelesaikan pekerjaan
ini tidak selancar saat ini, dan mungkin akan
mengalami beberapa masalah yang dapat
menghambat peneyelesaian  pekerjaan™.
(Kamis, 06 April 2017).

(Wawancara dengan Kasubid Pendidikan
SMA dan Tinggi)

“Menurut sepengetahuan saya, pegawai di
bidang ini dapat di katakan mempunyai
kerjasama yang baik dengan bidang lain dan
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juga  seckretariat dalam  memberikan
pelayanan kepada saya dan warga
masyarakat lain hal ini di karenakan mereka
saling berkomunikasi dengan baik tanpa ada
yang menyinggung satu sama lain
mungkin”. (Kamis, 06 April 2017).

(Wawancara kasubid pendidikan formal dan
non formal)

“Pegawai yang bekerja di bidang yang saya
pimpin ini selalu saling berkomunikasi
antara satu dengan yang lain sechingga
terciptalah kerjasama yang baik dan
menghasilkan kinerja pegawai yang baik
juga  sehingga  pelayanan  terhadap
publik/masyarakat pun dapat berjalan
lancar”. (Kamis, 06 April 2017).

(Wawancara Kasubag Umum  dan
Kepegawaian) :

“Berkaitan dengan adanya komunikasi antar
pegawai dalam menjalankan pekerjaan
tersebut berjalan efektif, karena di samping
sebagai upaya koordinasi hal ifu juga
sebagai salah satu cara berinteraksi.yang
baik antar sesama pegawai sehingga dapat
memberikan semangat kerja di dinas
pendidikan ini”. (Kamis, 06 April 2017).

(Wawancara dengan Key Informan)

“Dengan adanya komunikasi antara pegawai
yang satu dengan pegawai yang lainnya
dalam menajalankan pekerjaan merupakan
bagian dari kinerja pegawai. Di mana
kinerja pegawai tersebut bisa terbangun dar1
beberapa  faktor  diantaranya  adalah
komunikasi yang baik antar pegawai,
sehingga pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat pun juga maksimal seiring
dengan tugas dan fungsi pegawai yang
semakin banyak, selain itu dengan adanya
komunikasi maka pegawai dapat saling
mengerti dan memahami serta dapat
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meringankan tugas dan beban kerja masing-
masing sesuai dengan jukiak dan juknis
yang ada”. (Senin, 10 April 2017).

10 | Bagaimana  cara  pendekatan | (Wawancara dengan Sekdis)

persuasif untuk membina
komunikasi antar pegawai?

“Menurut saya ada, karena di dalam setiap
menajalankan pekerjaan pegawai yang
bekerja harus mampu menjalin komunikasi
yang baik terhadap pimpinan disetiap bidang
pekerjaannya karena hal tersebut akan
berpengaruh terhadap ‘hasil pekerjaan”.
(Selasa, 11 April 2017).

(Wawancara dengan Kasubid Pendidikan
SMA dan SMK)

“Dengan adanya komunikasi secara vertical
antara pimpinan dan bawahan maka akan
mempermudah  bawahan menajalankan
pekerjaan sesuai tanggungjawabnya dan
pabila ada terdapat kesalahan maka secepat
mungkin dapat diperbaiki namun jika
komunikasi dengan pimpinan tidak lancara
akan berpengaruh kepada pekerjaan yang
dikerjakan oleh bawahan tentunya”. (Selasa,
11 April 2017).

(Wawancara dengan Kasubid Pendidikan
formal dan non formal)

“Selama ini peranan komunikasi antara
pimpinan dan staff khususnya di setiap
bidang Disdik ini berjalan lancar-lancar,
karena setiap pegawai saling menghargai
dan mengetahui porsi serta
tanggungjwabnya masing-masing”. (Selasa,
11 April 2017).

(Wawancara dengan staf PNS)

“Dengan  terjalinnya komunikasi secara
vertikal yang baik maka akan berdampak
pada peningkjatan hasil kerja yang baik pula
menurut saya, karena antar pimpinan dan
bawahan harus saling melengkapi dan
tenfunya ada batasan sesuai dengen
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.ketentuan yang ada”. (Kamis, 13 April

2017).

(Wawancara dengan staf PNS)

“Dengan adanya komunikasi antara pegawai
dengan pimpinan pada umumnya akan
mempermudah  pekerjaan  terselesaikan
dengan efisiend an efektif sesnai dengan
rencana dan tujuan yang telah disepakati
dan ditentukan sebelumnya namun apabila
komunikasi vertikal tersebut terhambat
maka hasil pekerjaan bisanya kurang
berjalan dengan lancar juga”. (Kamis, 13
April 2017).

(Wawancara dengan Key Informan)

“Menurnt saya hal tersebut memang
merupakan bagian dari kmerja pegawai
karena dengan adanya komunikasi antara
pegawai dengan pimpinan merupakan suatu
keharusan yang perlu dijaga dan dipelthara
guna menciptakan suasana kerja yang
nyaman dan harmonis sehingga pegawai di
dalam memnjalankan pekerjaan dan tidak
terkesan gugur kewajiban atan terpaksa
melakukan karena takut dengan atasan
bukan  berdasarkan  kesadaran  dan
tanggungjawab sebagai pegawai begitu juga
dengan pimpinan yang mampu
berkomunikasi dengan pegawai dengan baik
maka pimpinan tersebut termasuk tipe
pimpinan  yang mampu mengelola
organisasi dengan seni komunikasi yang ia

miliki tentunya ”. (Senin, 10 April 2017).

1

Apa yang dimaksud dengan SKP 7

| (Wawancara dengan Kasubag Umum dan
Kepegawaian)

SKP adalah Sasaran Kerja Pegawal yang
ada dalam salah safu unsur di dalam
Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2011.
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12

Bagaimana menentukan target
kuantitas dalam pekerjaan yang
tidak bisa diprediksi atau output
dari orang lain ?

Cara menentukan target kuantitas dalam
pekerjaan yang tidak bisa diprediksi atau
outputnya dari orang lain adalah dengan
cara mempertimbangkan jumlah output
yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya.

13

Bagaimana menyusun SKP untuk
jabatan fungsional umum?

Untuk menyusun SKP jabatan fungsional
umum adalah disesuaikan dengan nama
jabatan vyang bersangkutan dan uraian
kegiatannya yang akan dilakukan selama 1
(satu) tahun dengan mengacu pada SKP
atasan langsungnya

Untuk menyusun SKP jabatan fungsional
tertentu adalah dengan mengacu pada
lampiran kegiatan yang ada pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan RB yang mengatur tentang jabatan
tersebut dan Angka Kreditnya (AK) sesuai
dengan jenjang jabatan masing-masing.

14

Apa perbedaan antara DP3 dengan
SKP ?

Perbedaan antara DP3 dengan SKP adalah
kalau DP3 yang dinilai lebih pada perilaku
kerja PNS yang bersangkutan, sedangkan
kalau SKP lebih pada capaian kinerja PNS
yang bersangkutan dalam setiap targetnya.

15

Apa kaitannya RKT dengan
kegiatan tugas jabatan ?

Kaitannya antara Rencana Kerja Tabunan
(RKT) dengan kegiatan tugas jabatan adalah
RKT sebagai acuan uantuk menyusun
kegiatan tugas jabatan masing-masing PNS.

16

Apakah dalam menyelesaikan
tugas / pekerjaan ada perbedaan
tingkat kesulitan?

Dalam menyeiesaikan tugas/pekerjaan ada
perbedaan tingkat kesulitan pekerjaan antara.
atasan dengan bawahan sesuai dengan
karaktenstik pekerjaan masing-masing.
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